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Menimbang :

Mengingat

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 22 /PRT/M/2007
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
Longsor;

bahwa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
Longsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawan
bencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah
penataan ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



Menetapkan :

. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI;

. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara RI;

. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN
BENCANA LONGSOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan
budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

2. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah
miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap,
karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan

translasi.

3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
dimaksudkan untuk:
a. memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi
menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alami
dan aktifitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor,



b. memberikan acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,

c. memberikan acuan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana
tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor

bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi dan

kabupaten/kota yang operasional dalam memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman bencana longsor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan
penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor.
Pengaturan tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang, dan penatalaksanaan penataan ruang
kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ... 12 ... .Juli. .. 2007

DJOKD KIRMANTO



Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 22/PRT/M/2007

Tanggal : 12 Juli 2007

Tentang : PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN
BENCANA LONGSOR
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Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Secara geografis sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berada pada kawasan rawan bencana alam, dan salah satu bencana alam yang
sering terjadi adalah bencana longsor. Sejalan dengan proses pembangunan
berkelanjutan perlu diupayakan pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dengan prioritas utama pada penciptaan keseimbangan
lingkungan. Salah satu upaya yang diambil adalah melalui pelaksanaan penataan
ruang yang berbasis mitigasi bencana alam agar dapat ditingkatkan keselamatan
dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama di kawasan
rawan bencana longsor.

Longsor terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi, yakni
adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan
kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi terutama faktor
kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi
hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun longsor merupakan gejala fisik alami,
namun beberapa hasil aktifitas manusia yang tidak terkendali dalam
mengeksploitasi alam juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakstabilan lereng
yang dapat mengakibatkan terjadinya longsor, yaitu ketika aktifitas manusia ini
beresonansi dengan kerentanan dari kondisi alam yang telah disebutkan di atas.
Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng,
pencetakan kolam, drainase, konstruksi bangunan, kepadatan penduduk dan
usaha mitigasi. Dengan demikian dalam upaya pembangunan berkelanjutan
melalui penciptaan keseimbangan lingkungan diperlukan pedoman penataan
ruang kawasan rawan bencana longsor.

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor ini disusun dalam
rangka melengkapi norma, standar, prosedur dan manual bidang penataan ruang
yang telah ada baik berupa pedoman, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan
maupun petunjuk teknis bidang penataan ruang. Salah satu dari pedoman
tersebut adalah pedoman penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang



wilayah provinsi, kabupaten, dan kawasan perkotaan yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam
Pedoman Bidang Penataan Ruang.

Pedoman ini juga disusun dalam rangka menjabarkan Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain Pasal 3 beserta penjelasannya
dan penjelasan umum angka 2. Selain itu pedoman ini juga menjabarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya Pasal
42 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, dan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung.

Di samping untuk melengkapi pedoman bidang penataan ruang yang telah ada,
pedoman ini juga ditujukan untuk: (i) memberi acuan bagi pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor yang dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota apabila
kawasan tersebut berada di dalam wilayah kabupaten/kota; (ii) memberi acuan
bagi pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan penataan ruang kawasan
rawan bencana longsor yang dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi
apabila kawasan tersebut berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota.

Dengan mengacu pedoman ini dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya longsor,
dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya longsor, dan
meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana longsor, baik korban jiwa
maupun materi, yang dilakukan melalui penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor sehingga dapat dipertahankan konsistensi kesesuaian antara pelaksanaan
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan dimaksud.

1.2 Pengertian dan istilah
Dalam pedoman ini yang dimaksud:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
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10.
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13.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banijir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

Bencana longsor adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa tanah longsor.
Gerakan tanah adalah proses perpindahan masa tanah atau batuan dengan
arah tegak, mendatar, miring dari kedudukan semula, karena pengaruh
gravitasi, arus air dan beban.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
penggunaan ruang atau pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
longsor yang diatur oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buat.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan
budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

Kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam
lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

Klasifikasi tipe zona berpotensi longsor adalah pengelompokan tipe-tipe
zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat kerawanannya yang
menghasilkan tipe-tipe zona dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan
rendah.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan
arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang
mantap, karena pengaruh gravitasi; dengan jenis gerakan berbentuk rotasi
dan translasi.

Pedoman adalah dokumen yang berisi aturan-aturan yang harus diacu
berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor serta
tata laksananya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan atau penyelesaian
terhadap pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan
ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai fungsi ruang dan rencana
tata ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya berupa tindakan-tindakan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, agar penyelenggaraan penataan ruang
dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang di kawasan rawan bencana longsor agar sesuai dengan fungsi
kawasannya dan sesuai rencana tata ruangnya melalui tindakan-tindakan
penetapan aturan zonasi. Mekanisme perizinan, pemberian insentif-
disinsentif, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam penggunaan
ruang dan kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana longsor.
Penggunaan ruang adalah kegiatan menggunakan ruang, baik ruang
sebagai wadah/lokasi maupun ruang sebagai sumber daya.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan unsur-unsur pengendaliannya yang
disusun untuk setiap zona/blok peruntukan yang penetapan zonanya sesuai
dengan rencana tata ruang wilayahnya dan/atau ditetapkan dalam rencana
rinci tata ruangnya.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.
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Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang di kawasan rawan bencana
longsor yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam
rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai
jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal kawasan adalah struktur ruang dan pola ruang yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal kawasan yang
bersangkutan.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Tipologi kawasan rawan bencana longsor adalah klasifikasi kawasan
rawan bencana longsor sesuai dengan karakter dan kualitas kawasannya
berdasarkan aspek fisik alamiah yang menghasilkan tipe-tipe zona berpotensi
longsor.

Tingkat kerawanan adalah ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya atau
besar kecilnya kemungkinan suatu kawasan atau zona dapat mengalami
bencana longsor, serta besarnya korban dan kerugian bila terjadi bencana
longsor yang diukur berdasarkan tingkat kerawanan fisik alamiah dan tingkat
kerawanan karena aktifitas manusia.

Tingkat kerawanan fisik alami adalah ukuran yang menyatakan tinggi
rendahnya kemungkinan kejadian longsor yang diindikasikan oleh faktor-faktor
kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun lereng, curah hujan, keairan
lereng dan kegempaan.
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Tingkat kerentanan adalah ukuran tingkat kerawanan pada kawasan yang
belum dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, dengan hanya
mempertimbangkan aspek fisik alami, tanpa memperhitungkan besarnya
kerugian yang diakibatkan.

Tingkat risiko adalah tingkat kerawanan karena aktifitas manusia yakni
ukuran yang menyatakan besar kecilnya kerugian manusia dari kejadian
longsor atau kemungkinan kejadian longsor yang diakibatkan oleh intensitas
penggunaan lahan yang melebihi daya dukung, serta dampak yang ditimbulkan
dari aktifitas manusia sesuai jenis usahanya, serta sarana dan prasarana.
Zona berpotensi longsor adalah daerah dengan kondisi terrain dan geologi
yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun aktifitas
manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi longsor.

1.3 Pendekatan

Dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor digunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan rekayasa dan pendekatan penataan ruang. llustrasi
pendekatan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

1.3.1 Pendekatan rekayasa

Pendekatan rekayasa dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada aspek-
aspek rekayasa geologi dan rekayasa teknik sipil.

a)

Rekayasa geologi yaitu melalui kegiatan pengamatan yang berkaitan dengan
struktur, jenis batuan, geomorfologi, topografi, geohidrologi dan sejarah
hidrologi yang dilengkapi dengan kajian geologi (SNI 03-1962-1990) atau kajian
yang didasarkan pada kriteria fisik alami dan kriteria aktifitas manusia.
Rekayasa teknik sipil yaitu melalui kegiatan perhitungan kemantapan lereng
dengan hampiran mekanika tanah/batuan dan kemungkinan suatu lereng akan
bergerak di masa yang akan datang.



1.3.2 Pendekatan penataan ruang

Pendekatan penataan ruang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada
aspek-aspek penggunaan ruang yang didasarkan pada perlindungan terhadap
keseimbangan ekosistem dan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang
dilakukan secara harmonis, yaitu:

a) Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada kawasan rawan bencana
longsor sesuai dengan tipologi serta tingkat kerawanan fisik alami dan tingkat
risiko.

b) Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan
fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayahnya.

Pendekatan Geologi: Pendekatan Teknik Sipil:

Penyelidikan struktur jenis batuan, Perhitungan kemantapan lereng,
geomorfologi, topografi, dan mekanika tanah/batuan, dan gerakan
geohidrologi. tanah di masa depan.

Pendekatan Penataan Ruang: Rekomendasi struktur dan pola ruang sesuai tipologi, tingkat
kerawanan fisik alamiah dan tingkat risiko; menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan
pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Gambar 1 llustrasi pendekatan dalam penataan ruang kawasan rawan
bencana longsor



1.4 Acuan normatif

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam
pedoman ini adalah sebagai berikut:

Pob=

o

9.

10.

1.

12.
13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom,
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung,

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang
Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsor,

Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 Penetapan Enam
Pedoman Bidang Penataan Ruang,

SNI 03-1962-1990, Tata cara Perencanaan Penanggulangan Longsoran,
SNI 03-2849-1992, Tata cara Pemetaan Geologi Teknik Lapangan, dan
SNI 03-3977-1995, Tata cara Pembuatan Peta Kemiringan Lereng.

15 Kedudukan pedoman di dalam sistem peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang

Kedudukan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor di
dalam sistem peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bidang
penataan ruang ditetapkan sebagaimana terlihat pada Gambar 2 adalah sebagai
berikut:

1.

Penjabaran Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
pasal 3 beserta penjelasannya: “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan



untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan...”. Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan
aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Serta
penjelasan umum butir 2: “..Indonesia berada pula pada kawasan rawan
bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa.
Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah
nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,
terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.”
Penjabaran Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana Pasal 42 ayat (1): “Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan
peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan
sanksi terhadap pelanggar”.

Penjabaran teknis Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional dalam kaitannya dengan kriteria dalam
penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan
budidaya.

Penjabaran Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewaijiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban serta
peran masyarakat dalam penggunaan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan rawan bencana longsor.

Penjabaran teknis Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung dalam kaitannya dengan jenis/klasifikasi
kawasan lindung serta bentuk penggunaan ruang di kawasan lindung dan
kawasan budi daya.

Kelengkapan bagi Keputusan Menteri Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002
tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang dalam
kaitannya dengan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kawasan Perkotaan, serta kelengkapan
bagi pedoman-pedoman bidang penataan ruang lainnya.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

v v
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta
Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah
Bidang Penataan Ruang Lainnya

PP Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah PP Penatagunaan Air
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional < > PP Penatagunaan Hutan
(RTRWN) PP Penatagunaan DAS Terpadu
A
Keppres Nomor 32 Tahun 1990 Pedoman - Pedoman Bidang
Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Penataan Ruang Lainnya
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 3;7‘7&?;?% lﬁggga; V.;.'g::;‘]g
Tentang Pedoman Penataan Ruang

Penetapan Enam Pedoman Bidan
Kawasan Rawan Bencana Longsor P Penataan Ruang 9

| ‘

Acuan Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Peraturan Daerah Mengenai:

4

Penetapan Kawasan Rawan Bencana Longsor ; Tipologi Zona Berpotensi

Longsor ; dan Klasifikasi Tingkat Kerawanan

Perencanaan Tata Ruang (Struktur dan Pola Ruang) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor meliputi: Peraturan Zonasi,
Perizinan; Insentif, Disinsentif; dan Sanksi;

Tata Laksana meliputi: Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor; serta Hak,
Kewaiiban, dan Peran Masyarakat

Gambar 2 Kedudukan pedoman penataan ruang kawasan rawan
bencana longsor dalam sistem peraturan perundang-undangan bidang
penataan ruang
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1.6 Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi acuan dalam: (1) perencanaan tata ruang
kawasan rawan bencana longsor, (2) pemanfaatan ruang kawasan rawan
bencana longsor, (3) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana
longsor, dan (4) penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor. Cakupan dari masing-masing muatan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut (secara diagram diperlihatkan pada gambar 2):

1. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor mencakup:

a. penetapan kawasan rawan bencana longsor meliputi: penetapan tipologi
kawasan rawan bencana longsor dan penetapan tingkat kerawanan dan
tingkat risiko kawasan rawan bencana longsor,

b. penentuan struktur ruang kawasan rawan bencana longsor,

c. penentuan pola ruang kawasan rawan bencana longsor meliputi
penentuan jenis dan lokasi kegiatan di kawasan budi daya dan kawasan
lindung.

2. Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor mencakup:

a. pemrograman pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,

b. pembiayaan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,

c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana
longsor.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
mencakup:

a. penyusunan arahan peraturan zonasi pada wilayah provinsi dan
penyusunan peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota,

b. perizinan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor,

c. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
di kawasan rawan bencana longsor.

d. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan
rawan bencana longsor.

4. Penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
mencakup kelembagaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor;
serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan
rawan bencana longsor.

11



Perencanaan Penetapan

Tata Ruang Kawasan Rawan
Bencana Longsor
Identifikasi Karakteristik K awasan
Rawan Bencana Longsor
I
A J v v
Tipologi Kawasan Indikator Tingkat Kerawanan
Rawan Kerawanan Longsor Longsor

Bencana Longsor Didasarkan atas Didasarkan atas
* Zona Tipe A Fisik Alami dan Aktifitas Manusia
* ZonaTipe B Dampak yang dan Dampak yang
« Zona Tipe C Ditimbulkan Ditimbulkan

e L s ] 1

Tata Laksana
Dalam
Penataan Ruang
Kawasan Rawan
Bencana
Longsor

Kelembagaan
Penataan Ruang
Kawasan Rawan

Bencana Longsor

Hak, Kewajiban,
& Peran
Masyarakat
dalam
Penataan Ruang
Kawasan Rawan
Bencana Longsor

Tingkat Kerawanan Tingkat Kerawanan

* Tinggi « Tinggi
+ Sedang * Sedang
* Rendah * Rendah

' v

Klasifikasi Zona Berpotensi Longsor
« Tingkat Kerawanan Tinggi
* Tingkat Kerawanan Sedang
* Tingkat Kerawanan Rendah

| 2 v

Penentuan Struktur Penentuan Pola Ruang
Ruang pada Zona pada Zona Berpotensi
Berpotensi Longsor Longsor

Pemanfaatan Ruang

1. Program Pemanfaatan Ruang serta Sumber
Sumber Penganggaran/Pembiayaannya.

2. Bentuk-bentuk Implementasi Program dan Pem
biayaannya yang dilaksanakan melalui kegiatan :

« Kegiatan-k 1 berfungsi lindung
* Kegiatan-kegiatan di k budidaya yang
dikendalikan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

arahan peraturan zonasi, bentuk-bentuk perizinan,
insentif disinsentif, dan sanksi; pemanfaatan ruang
k rawan b longsor, beberap
pertimbangan dalam rekayasa teknis pencegahan
longsor

g g S |

Gambar 3 Ruang lingkup pedoman penataan ruang kawasan rawan
bencana longsor
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Bab Il
Perencanaan tata ruang
kawasan rawan bencana longsor

21 Penetapan kawasan rawan bencana longsor dan tipologi zona
berpotensi longsor

Longsor merupakan gejala alami yakni suatu proses perpindahan massa tanah
atau batuan pembentuk lereng dengan arah miring dari kedudukan semula,
sehingga terpisah dari massa yang mantap karena pengaruh gravitasi, dengan
jenis gerakan berbentuk translasi dan/atau rotasi. Proses terjadinya longsor dapat
dijelaskan secara singkat sebagai berikut: air meresap ke dalam tanah sehingga
menambah bobot tanah, air menembus sampai ke lapisan kedap yang berperan
sebagai bidang gelincir, kemudian tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di
atasnya bergerak mengikuti lereng dan keluar dari lereng.

Pada umumnya kawasan rawan bencana longsor merupakan kawasan dengan
curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), kemiringan lereng
yang curam (lebih dari 40%), dan/atau kawasan rawan gempa. Pada kawasan
ini sering dijumpai alur air dan mata air yang umumnya berada di lembah-lembah
yang subur dekat dengan sungai. Di samping kawasan dengan karakteristik
tersebut, kawasan lain yang dapat dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana
longsor adalah:

1. Lereng-lereng pada kelokan sungai, sebagai akibat proses erosi atau
penggerusan oleh aliran sungai pada bagian kaki lereng.

2. Daerah teluk lereng, yakni peralihan antara lereng curam dengan lereng
landai yang di dalamnya terdapat permukiman. Lokasi seperti ini merupakan
zona akumulasi air yang meresap dari bagian lereng yang lebih curam.
Akibatnya daerah tekuk lereng sangat sensitif mengalami peningkatan tekanan
air pori yang akhirnya melemahkan ikatan antar butir-butir partikel tanah dan
memicu terjadinya longsor.

3. Daerah yang dilalui struktur patahan/sesar yang umumnya terdapat hunian.
Dicirikan dengan adanya lembah dengan lereng yang curam (di atas 30%),
tersusun dari batuan yang terkekarkan (retakan) secara rapat, dan munculnya
mata air di lembah tersebut. Retakan batuan dapat mengakibatkan
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menurunnya kestabilan lereng, sehingga dapat terjadi jatuhan atau luncuran
batuan apabila air hujan meresap ke dalam retakan atau saat terjadi getaran
pada lereng.

Dengan mengidentifikasi sifat, karakteristik dan kondisi unsur-unsur iklim dan
hidrogeomorfologi suatu kawasan dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya
longsor. Terhadap kawasan yang mempunyai kemungkinan terjadinya longsor
atau rawan bencana longsor ini diperlukan penataan ruang berbasis mitigasi
bencana longsor yang prosesnya diawali dengan penetapan kawasan rawan
bencana longsor.

Apabila dipandang cukup strategis dalam penanganannya maka kawasan rawan
bencana longsor ini dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota
bila berada di dalam wilayah kabupaten/kota, dan/atau kawasan strategis provinsi
bila berada pada lintas wilayah kabupaten/kota. Penetapan kawasan strategis ini
menjadi salah satu muatan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/
provinsi. Selanjutnya apabila dipandang perlu, terhadap kawasan rawan bencana
longsor di dalam wilayah kabupaten/kota dapat disusun rencana yang bersifat
rinci yakni rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagai dasar
operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di wilayahnya. Sedangkan apabila kawasan tersebut berada pada lintas
wilayah kabupaten/kota, dapat disusun rencana rinci tata ruang kawasan strategis
provinsi.

2.1.1 Dasar penetapan

Penetapan kawasan rawan bencana longsor dan zona berpotensi longsor
didasarkan pada hasil pengkajian terhadap daerah yang diindikasikan berpotensi
longsor atau lokasi yang diperkirakan akan terjadi longsor akibat proses alami.
Sedangkan pada tahap berikutnya dalam menetapkan tingkat kerawanan dan
tingkat risikonya di samping kajian fisik alami yang lebih detail, juga dilakukan
kajian berdasarkan aspek aktifitas manusianya.

Pengkajian untuk menetapkan apakah suatu kawasan dinyatakan rawan terhadap
bencana longsor dilakukan sekurang-kurangnya dengan menerapkan 3 (tiga)
disiplinilmu atau bidang studi yang berbeda. Geologi, teknik sipil, dan pertanian
adalah disiplin yang paling sesuai untuk kepentingan ini. Ahli geologi mengkaji
struktur tanah, jenis batuan, dan tata air tanah (makro), ahli teknik sipil mengkaji
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kelerengan dan kemantapan tanah (mikro), sedangkan ahli pertanian mengkaji
jenis tutupan lahan atau vegetasi.

Kajian-kajian tersebut saling melengkapi dalam penetapan kawasan rawan
bencana longsor sesuai Tata Cara Perencanaan Penanggulangan Longsoran
(SNI 03-1962-1990), Tata Cara Pemetaan Geologi Teknik Lapangan (SNI 03-
2849-1992), dan Tata Cara Pembuatan Peta Kemiringan Lereng (SNI 03-3977-
1995).

2.1.2 Penetapan kawasan rawan bencana longsor

Pada prisipnya longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar
dari pada gaya penahan. Gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng,
air, beban, dan berat jenis tanah dan batuan, sedangkan gaya penahan umumnya
dipengaruhioleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah.

Penetapan kawasan rawan bencana longsor dilakukan melalui identifikasi dan
inventarisasi karakteristik (ciri-ciri) fisik alami yang merupakan faktor-faktor
pendorong yang menyebabkan terjadinya longsor. Secara umum terdapat 14
(empat belas) faktor pendorong yang dapat menyebabkan terjadinya longsor
sebagai berikut:

curah hujan yang tinggi;
lereng yang terjal,
lapisan tanah yang kurang padat dan tebal;
jenis batuan (litologi) yang kurang kuat;
jenis tanaman dan pola tanam yang tidak mendukung penguatan lereng;
getaran yang kuat (peralatan berat, mesin pabrik, kendaraan bermotor);
susutnya muka air danau/bendungan;
beban tambahan seperti konstruksi bangunan dan kendaraan angkutan;
terjadinya pengikisan tanah atau erosi;
adanya material timbunan pada tebing;
bekas longsoran lama yang tidak segera ditangani;
adanya bidang diskontinuitas;
. penggundulan hutan; dan/atau
daerah pembuangan sampah.

S3ITATTSQ@ 0 Q00D

Uraian lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan tentang longsor dan faktor-faktor
penyebabnya yang disajikan pada bagian akhir pedoman ini. Keempat belas faktor
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tersebut lebih lanjut dijadikan dasar perumusan kriteria (makro) dalam penetapan
kawasan rawan bencana longsor sebagai berikut:

kondisi kemiringan lereng dari 15% hingga 70%;

tingkat curah hujan rata-rata tinggi (di atas 2500 mm per tahun);

kondisi tanah, lereng tersusun oleh tanah penutup tebal (lebih dari 2 meter);
struktur batuan tersusun dengan bidang diskontinuitas atau struktur retakan;
daerah yang dilalui struktur patahan (sesar);

adanya gerakan tanah; dan/atau

jenis tutupan lahan/vegetasi (jenis tumbuhan, bentuk tajuk, dan sifat
perakaran).

@ "0 a0oTo

21.3 Tipologi kawasan rawan bencana longsor berdasarkan penetapan
zonasi

Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter
dan kondisi fisik alaminya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam
penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan
yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya. Zona
berpotensi longsor adalah daerah/kawasan yang rawan terhadap bencana longsor
dengan kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan
luar, baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu
gerakan tanah, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan
hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona (sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 4) sebagai berikut:
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Pegunungan/Perbukitan Dataran Tinggi Dataran Rendah

Gambar 4 Tipologi zona berpotensi longsor berdasarkan
hasil kajian hidrogeomorfologi

a. ZonaTipeA
Zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan,
lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng
lebih dari 40%, dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan

laut.
b. Zona Tipe B

Zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki
bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar
antara 21% sampai dengan 40%, dengan ketinggian 500 meter sampai
dengan 2000 meter di atas permukaan laut.
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Zona Tipe C

Zona berpotensilongsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran,
tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara
0% sampai dengan 20%, dengan ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di
atas permukaan laut.

Setelah kawasan rawan bencana longsor teridentifikasi dan ditetapkan di
dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi, perlu dilakukan
tipologi zona berpotensi longsor agar dalam penentuan struktur ruang, pola
ruang, serta jenis dan intensitas kegiatannya dapat dilakukan secara tepat
sesuai fungsi kawasannya. Kriteria masing-masing tipe adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Zona berpotensi longsor tipe A

Zona ini merupakan daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng
perbukitan, tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng di atas
40% yang dicirikan oleh:

a.

18

Faktor Kondisi Alam

1) Lereng pegunungan relatif cembung dengan kemiringan di atas 40%.
2) Kondisi tanah/batuan penyusun lereng:

a) Lereng pegunungan tersusun dari tanah penutup setebal lebih dari
2 (dua) meter, bersifat gembur dan mudah lolos air (misalnya
tanah-tanah residual), menumpang di atas batuan dasarnya yang
lebih padat dan kedap (misalnya andesit, breksi andesit, tuf, napal
dan batu lempung);

b) Lereng tebing sungai tersusun oleh tanah residual, tanah kolovial
atau batuan sedimen hasil endapan sungai dengan ketebalan lebih
dari 2 (dua) meter;

c) Lerengyang tersusun oleh batuan dengan bidang diskontinuitas atau
adanya struktur retakan (kekar) pada batuan tersebut;

d) Lereng tersusun oleh pelapisan batuan miring ke arah luar lereng
(searah kemiringan lereng) misalnya pelapisan batu lempung, batu
lanau, serpih, napal, dan tuf. Curah hujan yang tinggi yakni 70 mm
per jam atau 100 mm per hari dengan curah hujan tahunan lebih
dari 2500 mm; atau curah hujan kurang dari 70 mm per jam tetapi



3)

4)
S)

berlangsung terus menerus selama lebih dari 2 (dua) jam hingga
beberapa hari.
Pada lereng sering muncul rembesan air atau mata air terutama pada
bidang kontak antara batuan kedap dengan lapisan tanah yang lebih per-
meable.
Lereng di daerah rawan gempa sering pula rawan terhadap gerakan tanah.
Vegetasi alami antara lain tumbuhan berakar serabut (perdu, semak,
dan rerumputan), pepohonan bertajuk berat, berdaun jarum (pinus).

b. Faktor Jenis Gerakan Tanah

1)
2)

3)

4)

Jatuhan yaitu jatuhan batuan, robohan batuan, dan rebahan batuan;
Luncuran baik berupa luncuran batuan, luncuran tanah, maupun bahan
rombakan dengan bidang gelincir lurus, melengkung atau tidak beraturan;
Aliran misalnya aliran tanah, aliran batuan dan aliran bahan rombakan
batuan;

Kombinasi antara dua atau beberapa jenis gerakan tanah dengan gerakan
relatif cepat (lebih dari 2 meter per hari hingga mencapai 25 meter per
menit).

C. Faktor Aktifitas Manusia

1)
2)

3)

4)
S)

2.1.3.2

Lereng ditanami jenis tanaman yang tidak tepat seperti hutan pinus,
tanaman berakar serabut, digunakan sebagai sawah atau ladang.
Dilakukan penggalian/pemotongan lereng tanpa memperhatikan struktur
lapisan tanah (batuan) pada lereng dan tanpa memperhitungkan analisis
kestabilan lereng; misalnya pengerjaan jalan, bangunan, dan
penambangan.

Dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibatkan merembesnya
air kolam ke dalam lereng.

Pembangunan konstruksi dengan beban yang terlalu berat.

Sistem drainase yang tidak memadai.

Zona Berpotensi Longsor Tipe B

Zona ini merupakan daerah kaki bukit, kaki perbukitan, kaki gunung, kaki
pegunungan, dan tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng
21% hingga 40% yang dicirikan oleh:
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a. Faktor Kondisi Alam

1) Lereng relatif landai dengan kemiringan 21% hingga 40%;

2) Lereng pegunungan tersusun dari tanah penutup setebal kurang dari 2
(dua) meter, bersifat gembur dan mudah lolos air (misalnya tanah-
tanah residual), menumpang di atas batuan dasarnya yang lebih padat
dan kedap (misalnya andesit, breksi andesit, tuf, napal dan batu lempung);

3) Lereng tebing sungai tersusun oleh tanah residual, tanah kolovial atau
batuan sedimen hasil endapan sungai dengan ketebalan kurang dari 2
(dua) meter;

4) Kondisi tanah (batuan) penyusun lereng umumnya merupakan lereng
yang tersusun dari tanah lempung yang mudah mengembang apabila
jenuh air (jenis montmorillonite);

5) Curah hujan mencapai 70 mm per jam atau 100 mm per hari dengan
curah hujan tahunan lebih dari 2500 mm, atau kawasan yang rawan
terhadap gempa;

6) Sering muncul rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada
bidang kontak antara batuan kedap air dengan lapisan tanah yang lebih
permeable;

7) Vegetasi terbentuk dari tumbuhan berdaun jarum dan berakar serabut;

8) Lereng pada daerah yang rawan terhadap rawan gempa.

b. Faktor Jenis Gerakan Tanah

1) Gerakan tanah yang terjadi pada daerah ini umumnya berupa rayapan
tanah yang mengakibatkan retakan dan amblesan tanah.

2) Kecepatan gerakan lambat hingga menengah dengan kecepatan kurang
dari 2 (dua) meter dalam satu hari.

c. Faktor Aktifitas Manusia

1) Pencetakan kolam yang mengakibatkan perembesan air ke dalam lereng.

2) Pembangunan konstruksi dengan beban yang terlalu berat.

3) Sistem drainase yang tidak memadai.

2.1.3.3 Zona berpotensi longsor tipe C

Zona ini merupakan daerah kaki bukit, kaki perbukitan, kaki gunung, kaki
pegunungan, dan tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng
0% hingga 20% yang dicirikan oleh:
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a.

Faktor Kondisi Alam

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Lereng relatif landai dengan kemiringan antara 0% sampai 20%;
Lereng pegunungan tersusun dari tanah penutup setebal kurang dari 2
(dua) meter, bersifat gembur dan mudah lolos air (misalnya tanah-
tanah residual), menumpang di atas batuan dasarnya yang lebih padat
dan kedap (misalnya andesit, breksi andesit, tuf, napal dan batu lempung);
Daerah belokan sungai (meandering) dengan kemiringan tebing sungai
lebih dari 40%;

Kondisi tanah (batuan) penyusun lereng umumnya merupakan lereng
yang tersusun dari tanah lempung yang mudah mengembang apabila
jenuh air (jenis montmorillonite);

Curah hujan mencapai 70 mm per jam atau 100 mm per hari dengan
curah hujan tahunan lebih dari 2500 mm, atau kawasan yang rawan
terhadap gempa;

Sering muncul rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada
bidang kontak antara batuan kedap air dengan lapisan tanah yang lebih
permeable;

Vegetasi terbentuk dari tumbuhan berdaun jarum dan berakar serabut;
Lereng pada daerah yang rawan terhadap rawan gempa.

Faktor Jenis Gerakan Tanah

1)
2)

Gerakan tanah yang terjadi pada daerah ini umumnya berupa rayapan
tanah yang mengakibatkan retakan dan amblesan tanah.

Kecepatan gerakan lambat hingga menengah dengan kecepatan kurang
dari 2 (dua) meter per hari.

Faktor Aktifitas Manusia

1)
2)
3)

Pencetakan kolam yang mengakibatkan perembesan air ke dalam lereng.
Pembangunan konstruksi dengan beban yang terlalu berat.
Sistem drainase yang tidak memadai.
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2.2 Klasifikasi zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat
kerawanannya

2.2.1 Klasifikasi tingkat kerawanan

Ketiga tipe zona berpotensi longsor (tipe A, tipe B, dan tipe C) sebagaimana
dijelaskan pada butir 2.1.3 dapat menunjukan tingkat kerawanan yang beragam
dari tinggi hingga rendah, tergantung kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah
penyusun, struktur geologi, tata air lereng, curah hujan, jenis dan penggunaan
lahan yang melebihi daya dukung, serta dampak yang ditimbulkan dari aktifitas
manusia sesuai jenis usahanya, serta sarana dan prasarananya.

Agar dalam penentuan struktur ruang, pola ruang, serta jenis dan intensitas
kegiatannya dilakukan secara tepat, maka pada setiap tipe zona berpotensi
longsor, ditetapkan klasifikasinya, yakni pengelompokan tipe-tipe zona berpotensi
longsor ke dalam tingkat kerawanannya. Tingkat kerawanan sendiri adalah ukuran
yang menyatakan besar-kecilnya kemungkinan suatu zona berpotensi longsor
mengalami bencana longsor, serta kemungkinan besarnya korban dan kerugian
apabila terjadi bencana longsor yang diukur berdasarkan indikator-indikator tingkat
kerawanan fisik alami dan tingkat kerawanan karena aktifitas manusia atau tingkat
risiko.

Untuk mengukur tingkat kerawanan tersebut dilakukan kajian-kajian terhadap
faktor-faktor fisik alami seperti kemiringan lereng, karakteristik tanah (soil) dan
lapisan batuan (litosfir), struktur geologi, curah hujan, dan hidrologi lereng; serta
faktor-faktor aktifitas manusianya sendiri seperti kepadatan penduduk, jenis
kegiatan dan intensitas penggunaan lahan/lereng, dan kesiapan pemerintah
daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana longsor.

Suatu daerah berpotensi longsor, dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tingkatan
kerawanan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas sebagai berikut:

a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi
Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan
tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan
sangat mahal atau penting. Pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan
tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.
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b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang
Merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan
tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang
terancam relatif tidak mahal dan tidak penting.

c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah
Merupakan kawasan dengan potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak
adarisiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan. Kawasan
yang kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya
terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal, juga dikategorikan
sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Dengan demikian sesuai dengan tipologi dan tingkatan kerawanannya, zona
berpotensi longsor dapat diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) kelas sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 1 berikut:
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Tabel 1  Klasifikasi tipe zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan

: Kriteria Tingkat Krlterl.a :I'mgkat Klasifikasi Tingkat
No Tipe Zona Kerawanan Risiko
0 q . Kerawanan
(Aspek Fisik Alami) | (Aspek Manusia)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. A Tinggi
Daerah lereng Tinggi Sedang
gunung/pegunungan, Rendah
lereng Tinggi
bukit/perbukitan, dan Sedang Sedang
tebing sungai; dengan Rendah
kemiringan lereng di Tinggi 2 RS
atas 40% Rendah Sedang
Rendah 3 Kelas Rendah
2. B Tinggi
Daerah kaki gunung/ Tinggi Sedang
. 4 Kelas Tinggi
pegunungan, kaki Rendah
bukit/perbukitan, dan Tinggi
tebing sungai; dengan Sedang Sedang
kemiringan lereng Rendah
antara 21% sampai Tinggi 2 Kelas Sedang
0,
dengan 40% Rendah Sedang
Rendah 6 Kelas Rendah
Tinggi
3. ¢ Tinggi Sedang L.
Daerah dataran tinggi, 7 Kelas Tinggi
Rendah
dataran rendah, —
Tinggi
dataran tebing sungai,
i Sedang Sedang
dan lembah sungai;
. Rendah
dengan kemiringan 8 Kelas Sedang
. Tinggi
lereng 0% sampai
dengan 20% Rendah Sedang
Rendah 9 Kelas Rendah




_ 2 3
Tipe A Dengan Tipe A Dengan Tipe A Dengan
Tingkat Kerawanan Tinggi Tingkat Kerawanan Sedang Tingkat Kerawanan Rendah
4 5 6
Tipe B Dengan Tipe B Dengan Tipe B Dengan
Tingkat Kerawanan Tinggi Tingkat Kerawanan Sedang Tingkat Kerawanan Rendah
7 8 9
Tipe C Dengan Tipe C Dengan Tipe C Dengan
Tingkat Kerawanan Tinggi Tingkat Kerawanan Sedang Tingkat Kerawanan Rendah

2.2.2 Penentuan kelas masing - masing tipe zona berpotensi longsor
berdasarkan kriteria dan indikator tingkat kerawanan

Untuk menentukan kelas tipe zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat
kerawanan ditetapkan 2 (dua) kelompok kriteria, yakni kelompok kriteria
berdasarkan aspek fisik alami dan kelompok kriteria berdasarkan aspek aktifitas
manusia.

Untuk mengukur tingkat kerawanan berdasarkan aspek fisik alami ditetapkan 7
(tujuh) indikator yakni faktor-faktor: kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan
penyusun lereng, curah hujan, tata air lereng, kegempaan, dan vegetasi.
Sedangkan untuk mengukur tingkat kerawanan berdasarkan aspek aktifitas
manusia yakni tingkat risiko kerugian manusia dari kemungkinan kejadian longsor,
ditetapkan 7 (tujuh) indikator: pola tanam, penggalian dan pemotongan lereng,
pencetakan kolam, drainase, pembangunan konstruksi, kepadatan penduduk,
dan usaha mitigasi.

Masing-masing indikator tingkat kerawanan berdasarkan aspek fisik alami diberikan
bobot indikator: 30% untuk kemiringan lereng, 15% untuk kondisi tanah, 20%
untuk batuan penyusun lereng, 15% untuk curah hujan, 7% untuk tata air lereng,
3% untuk kegempaan, dan 10% untuk vegetasi.
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Sedangkan terhadap indikator tingkat kerawanan berdasarkan aspek aktifitas
manusia (tingkat risiko) diberi bobot: 10% untuk pola tanam, 20% untuk penggalian
dan pemotongan lereng, 10% untuk pencetakan kolam, 10% untuk drainase, 20%
untuk pembangunan konstruksi, 20% untuk kepadatan penduduk, dan 10% untuk
usaha mitigasi.

Setiap indikator diberi bobot penilaian tingkat kerawanan:

a. 3 (tiga) apabila dinilai dapat memberi dampak besar terhadap terjadinya
longsor.

b. 2 (dua) apabila dinilai dapat memberi dampak sedang terhadap terjadinya
longsor.

c. 1 (satu)apabila dinilai kurang memberi dampak terhadap terjadinya longsor.

Penilaian bobot tertimbang setiap indikator dihitung melalui perkalian antara bobot
indikator dengan bobot penilaian tingkat kerawanan setiap indikator. Nilai ini
menunjukkan tingkat kerawanan pada masing-masing indikator.

Kriteria tingkat kerawanan masing-masing indikator fisik alami (7 indikator) dan
aktifitas manusia (7 indikator) serta selang nilainya pada setiap tipe zona
berpotensi longsor disajikan pada Tabel 2 untuk zona tipe A, Tabel 3 untuk zone
tipe B, dan Tabel 4 untuk zona tipe C.

Penilaian terhadap tingkat kerawanan suatu zona berpotensi longsor pada aspek
fisik alami dilakukan melalui penjumlahan nilai bobot tertimbang dari 7 (tujuh)
indikator pada aspek fisik alami. Total nilai ini berkisar antara 1,00 sampai dengan
3,00. Sedangkan untuk menetapkan tingkat kerawanan zona tersebut dalam aspek
fisik alami, digunakan kriteria sebagai berikut:

a. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor tinggi apabila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 2,40 — 3,00.

b. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor sedang bila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 1,70 — 2,39.

c. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor rendah apabila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 1,00 — 1,69.

Penilaian terhadap tingkat kerawanan suatu zona berpotensi longsor pada aspek
aktifitas manusia dilakukan melalui penjumlahan nilai bobot tertimbang dari 7
(tujuh) indikator pada aspek aktifitas manusia. Total nilai ini berkisar antara 1,00
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sampai dengan 3,00. Sedangkan untuk menetapkan tingkat kerawanan zona
tersebut dalam aspek aktifitas manusia (tingkat risiko), digunakan kriteria sebagai
berikut:

a. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor tinggi apabila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 2,40 — 3,00.

b. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor sedang bila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 1,70 — 2,39.

c. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor rendah apabila total nilai bobot
tertimbang berada pada kisaran 1,00 — 1,69.

Penilaian terhadap tingkat kerawanan suatu zona berpotensi longsor pada seluruh
aspek dilakukan dengan menjumlahkan total nilai bobot tertimbang pada aspek
fisik alami dengan total nilai bobot tertimbang pada aspek aktifitas manusia, dan
membaginya menjadi dua.
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2.3 Beberapa pertimbangan dalam penentuan struktur ruang dan pola
ruang pada kawasan rawan bencana longsor

Sub Bab ini memberikan pedoman bagaimana mempertimbangkan beberapa
hal yang mempunyai pengaruh dalam menentukan struktur ruang dan pola ruang
kawasan rawan bencana longsor, baik sebagai masukan dalam menetapkan
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang merupakan sebagian muatan
dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi, maupun merupakan
muatan utama dalam rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam pedoman ini yang dimaksud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
hunian dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana
longsor/zona berpotensi longsor yang secara hirarkis memiliki hubungan
fungsional, sedangkan yang dimaksud pola ruang adalah distribusi peruntukan
ruang kawasan rawan bencana longsor/zona berpotensi longsor yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

2.3.1 Dasar penentuan struktur ruang dan pola ruang

Berdasarkan kriteria tingkat kerawanan baik pada aspek fisik alami maupun aspek
aktifitas manusia seperti dijelaskan pada Tabel 1 Bab Il ini, dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar kawasan rawan bencana longsor peruntukan ruangnya
sesuai untuk fungsi lindung. Ruang pada zona tipe A, B, dan C dengan tingkat
kerawanan tinggi mutlak difungsikan untuk kawasan lindung sehingga tidak layak
untuk dibangun. Untuk zona tipe A, B, dan C dengan tingkat kerawanan sedang
dan rendah masih dapat difungsikan sebagai kawasan budi daya secara terbatas
atau kawasan budi daya yang dikendalikan dengan persyaratan-persyaratan
tertentu. Tabel 5 memperlihatkan peruntukan fungsi kawasan pada setiap zona.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka penataan ruang
kawasan rawan bencana longsor lebih dititikberatkan kepada upaya memelihara
dan meningkatkan kualitas ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan
keseimbangan lingkungan dengan lebih memperhatikan azas pembangunan
berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan sosial ekonomi pada zona-zona kawasan
berpotensilongsor lebih bersifat lokal (zone wide), sehingga penataan ruangnya
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lebih diprioritaskan pada pengembangan sistem internal kawasan/zona yang
bersangkutan dengan tetap mempertahankan hubungan hirarkis fungsional
dengan sistem wilayah kabupaten/kota/provinsi. Sistem internal kawasan/zona
dalam hal ini adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat internal kawasan/zona yang bersangkutan. Berdasarkan
hal-hal tersebut di atas maka dalam menentukan struktur ruang dan pola ruang
pada masing-masing zona berpotensi longsor harus didasarkan kepada beberapa
pertimbangan sebagai berikut:

a.

Sistem internal kawasan/zona harus dipandang juga sebagai sub-sistem
dari sistem wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi, sehingga struktur ruang
dan pola ruang kawasan/zona berpotensi longsor mempunyai hubungan
hirarkis fungsional dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten/
kota dan/atau provinsi. Dengan demikian dalam penentuannya harus mengacu
pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada hirarki/jenjang
rencana tata ruang yang lebih tinggi.

Harus dijaga kesesuaiannya dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam
rencana tata ruangnya.

Mengutamakan peruntukan ruang pada zona dengan tingkat kerawanan fisik
alami dan tingkat risiko (aspek aktifitas manusia) yang tinggi sebagai kawasan
lindung. Dalam hal ini termasuk melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang
berdampak tinggi pada fungsi lindung dan merelokasi kegiatan-kegiatan
penggunaan ruang yang tidak memenuhi persyaratan.

Memperhatikan kriteria tingkat kerawanan/tingkat risiko serta mengupayakan
rekayasa untuk mengeliminir faktor-faktor penyebab tingginya kerawanan /
risiko.

Mengacu pada beberapa peraturan dan pedoman terkait bidang penataan
ruang serta peraturan dan pedoman yang terkait dengan aspek lingkungan
dan sumber daya alam.

Penyesuaian dengan kondisi alam dengan lebih menekankan pada upaya
rekayasa geologi dan rekayasa teknik sipil.

Menghormati hak yang dimiliki orang sesuai peraturan perundang-undangan.
Memperhatikan aspek aktifitas manusia yang telah ada sebelumnya (exist-
ing condition) dan dampak yang ditimbulkannya.
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Tabel 5 Peruntukan fungsi kawasan pada masing-masing tipe zona
berpotensi longsor berdasarkan tingkat kerawanan

. Kriteria Tingkat Kriteria Tingkat Risiko
Tipe Peruntukkan
No Zona Kerawanan Longsor (Skala Dampak / Aspek Fungsi Kawasan
(Aspek Alami) Manusia) g
1 A Sedang Sedang Untuk Kawasan Budidaya
terbatas (Dapat
Rendah Rendah Dibangun/Dikembangkan
Bersyarat)
Tinggi Tinggi
2 B d d Untuk Kawasan Budi daya
Sedang Sedang terbatas (Dapat
Dibangun/Dikembangkan
Rendah Rendah Bersyarat)
Tinggi Tinggi
3 ¢ Sedang Sedang Untuk Kawasan Budi daya
terbatas (Dapat
Rendah Rendah Dibangun/Dikembangkan
Bersyarat)

2.3.2 Penentuan struktur ruang zona berpotensi longsor

Pada dasarnya rencana struktur ruang zona berpotensi longsor adalah penentuan
susunan pusat-pusat hunian dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada zona
tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di
atas.

Susunan pusat-pusat hunian dan sistem jaringan prasarana dan sarana
pendukungnya pada setiap zona akan berbeda tergantung dari variasi tingkat
kerawanan/tingkat risikonya dan skala/tingkat pelayanannya. Karena itu dalam
perencanaan struktur ruangnya harus mempertimbangkan daya dukung
lingkungan, tingkat kerawanan, fungsi kawasan, dan tingkat pelayanan dari jaringan
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prasarana pembentuk struktur tersebut. Beberapa arahan agar kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dengan struktur ruangnya adalah sebagai berikut:

2.3.2.1 Pada tingkat kerawanan tinggi

Ruang pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan tinggi difungsikan
sebagai kawasan lindung (tidak layak dibangun). Kegiatan yang berdampak tinggi
pada fungsi lindung tidak diperbolehkan. Karena itu perlu dihindari pembangunan/
pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung
kegiatan sosial ekonominya, kecuali prasarana pengelolaan lingkungan yang
langsung memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (contohnya
sistem drainase), serta jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang
melintasi zona tersebut.

Arahan struktur ruang zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat kerawanan
tinggi pada ketiga tipe (A, B, dan C) dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Tabel tersebut
menjelaskan bahwa pada ketiga tipe zona berpotensi longsor dengan tingkat
kerawanan tinggi tidak dapat dibangun/dikembangkan pusat hunian beserta sarana
dan prasarana pengelolaan lingkungannya kecuali jaringan prasarana untuk
pelayanan tingkat wilayah yang melintasi kawasan tersebut melalui kerjasama
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pada zona tipe A hanya dapat
dibangun prasarana air bersih untuk kepentingan lokal; pada zona tipe B hanya
prasarana air bersih dan drainase; sedangkan pada zona tipe C dapat saja
dibangun semua prasarana pengelolaan lingkungan (antara lain jaringan air bersih,
jaringan drainase, jaringan sewerage, dan sistem persampahan) yang bersifat
lokal dengan beberapa persyaratan yang ketat (Tabel 6).
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Tabel 6  Arahan struktur ruang zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan tinggi

Tingkat Kerawanan Tinggi
Tipe Zona A B C

Komponen Pusat Hunian
Pembentuk Struktur
Ruang

Jaringan Air Bersih

Jaringan Drainase

Jaringan Sewerage

Sistem Pembuangan Sampah

Jaringan Transportasi Lokal

Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Listrik

Jaringan Energi lainnya

Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan/tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung/
kaki pegunungan/ tebing sungai (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran
tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%).

Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus
dihindari)

Dapat dibangun dengan syarat

2.3.2.2 Pada tingkat kerawanan sedang

Peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang
adalah sebagai kawasan lindung (tidak layak untuk dibangun). Sedangkan
kegiatan yang terkait dengan komponen pembentuk struktur ruang, apabila tetap
akan dibangun, tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan dan dikenakan
ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Lokasi di mana terdapat kegiatan
pembangunan demikian diarahkan sebagai kawasan budi daya terbatas (yang
dikendalikan). Arahan struktur ruang zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat
kerawanan sedang dijelaskan pada Tabel 7 berikut.
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Tabel 7  Arahan struktur ruang zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan sedang

Tingkat Kerawanan Sedang
Tipe Zona B C
Pusat Hunian

Jaringan Air Bersih

Jaringan Drainase

Jaringan Sewerage

Komponen

Pembentuk
Struktur Ruang Prasarana Transportasi Lokal

Sistem Pembuangan Sampah

Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Listrik

Jaringan Energi lainnya

Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan/tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung /
kaki pegunungan, tebing sungan (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran
tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%).

- Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus
dihindari)

Dapat dibangun dengan syarat

Dalam penentuan struktur ruang pada zona dengan tingkat kerawanan sedang,
lebih diarahkan kepada dominasi fungsi lindungnya melalui pengendalian yang
ketat terhadap penggunaan ruangnya. Dengan demikian terhadap kegiatan-
kegiatan yang memanfaatkan ruang diberlakukan beberapa persyaratan sebagai
berikut:

Pada zona tipe A kegiatan pusat hunian dan jaringan prasarana pendukungnya
(kecuali prasarana air bersih dan drainase) dapat dilaksanakan dengan beberapa
persyaratan tertentu yang ketat, misalnya dalam menetapkan jenis bangunan/
konstruksi terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis
kestabilan lereng, dan daya dukung tanah; rekayasa memperkecil kemiringan
lereng, rencana jaringan transportasi yang mengikuti kontur, dan sebagainya.
Demikian pula pada zona tipe B kecuali prasarana air bersih, drainase, sewer-
age, dan sistem persampahan. Sedangkan pada zona tipe C dapat dibangun

57



pusat hunian beserta seluruh sarana prasarana pendukungnya dengan beberapa
persyaratan yang tidak terlalu ketat seperti pada zona dengan tingkat kerawanan

tinggi.

2.3.2.3 Pada tingkat kerawanan rendah

Peruntukan struktur ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan
rendah pada zona tipe A tidak dapat dibangun untuk kegiatan-kegiatan pusat hunian,
jaringan transportasi lokal, dan kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya
kecuali jaringan air bersih dan drainase (Tabel 8). Apabila tetap akan dibangun
maka diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Tabel 8  Arahan struktur ruang zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan rendah

Tingkat Kerawanan Rendah
Tipe Zona B
Pusat Hunian
Unsur - - -
Jaringan Air Bersih
Pembentuk g

Struktur Ruang | Jaringan Drainase

Jaringan Sewerage

Sistem Pembuangan Sampah

Prasarana Transportasi Lokal

Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Listrik

Jaringan Energi lainnya

Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan, tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung/
kaki pegunungan, tebing sungai (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran
tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%)

Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus
dihindari)

Dapat dibangun dengan syarat

1

Boleh dibangun
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Untuk zona berpotensi longsor tipe B dengan tingkat kerawanan rendah,
peruntukkan ruangnya diarahkan sebagai kawasan budi daya terbatas atau
kawasan budi daya yang dikendalikan. Pada kawasan seperti ini dapat saja
dikembangkan tetapi diberlakukan beberapa persyaratan sesuai ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan daya dukung lingkungan serta upaya konservasi
tanah dan keseimbangan neraca air. Sedangkan untuk zona tipe C dapat dibangun
pusat hunian, jaringan transportasi lokal, dan jaringan prasarana pendukung
lainnya melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.

2.3.3 Penentuan pola ruang zona berpotensi longsor

Penentuan pola ruang zona berpotensi longsor menjadi dasar acuan penetapan
rencana distribusi peruntukkan ruang pada zona berpotensi longsor berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan pada butir 2.3.1. Distribusi
peruntukan ruang pada setiap zona akan berbeda tergantung dari variasi tingkat
kerawanan/tingkat risikonya. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang
harus disesuaikan dengan peruntukan ruangnya yang termuat dalam rencana
distribusi peruntukan ruang. Beberapa ketentuan agar kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruangnya adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Pada Tingkat Kerawanan Tinggi

Peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan tinggi
diutamakan sebagai kawasan lindung (tidak layak untuk pembangunan fisik).
Kegiatan-kegiatan penggunaan ruang pada zona ini harus dihindari (tidak
diperbolehkan) karena dapat dipastikan akan mempunyai dampak tinggi dan
signifikan pada fungsi lindungnya.

Namun demikian, pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisik masih
dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan khusus dan/atau persyaratan
tertentu yang pada dasarnya diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian
lingkungan, yaitu upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan lebih
menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada. Peruntukan ruang
pada zona ini juga harus memperhatikan aspek aktifitas manusia yang telah ada
sebelumnya dan dampak yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya kegiatan budi
daya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung tidak diperbolehkan serta
kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi.
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Peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dapat
dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 tersebut memberi acuan dalam peruntukan ruang
bagi kegiatan-kegiatan bersyarat yakni untuk kegiatan pariwisata terbatas dan
hutan kota (pada zona tipe A); pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi,
perkebunan, pertanian sawah, dan pertanian semusim (pada zona tipe B dan
C); serta kegiatan perikanan pada zona C.

Tabel 9 Peruntukan ruang zona berpotensi longsor berdasarkan
tingkat kerawanan tinggi

Tingkat Kerawanan Tinggi

Tipe Zona A B C
Pariwisata
Hutan Kota
Hutan Produksi

Perkebunan

Pertanian Sawah

Penggunaan

Pertanian Semusim
Lahan

Perikanan

Peternakan

Pertambangan

Industri

Hunian

Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan/tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung /
kaki pegunungan/ tebing sungai (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran
tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%).

- Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng
harus dihindari)

Dapat dibangun dengan syarat

60



2.3.3.2 Pada tingkat kerawanan sedang

Peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang
diutamakan sebagai kawasan lindung (tidak layak untuk pembangunan fisik),
sehingga mutlak harus dilindungi. Pada prinsipnya kegiatan budi daya yang
berdampak tinggi pada fungsilindung tidak diperbolehkan, kegiatan yang tidak
memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi. Peruntukan ruang
zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang dapat dilihat pada
Tabel 10 berikut ini. Peruntukan ruang pada zona dengan tingkat kerawanan sedang
adalah sebagai berikut:

Tidak layak untuk kegiatan industri (pada zona tipe A, B, dan C).

Tidak layak untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan hunian (pada zona
tipe Adan B).

c. Tidak layak untuk kegiatan-kegiatan hutan produksi, perkebunan, pertanian,
perikanan, dan peternakan (pada zona tipe A).

d. Pada lokasi tertentu yang diarahkan sebagai kawasan budi daya terbatas
atau kawasan budi daya yang dikendalikan dapat dilaksanakan kegiatan-
kegiatan lainnya secara terbatas dengan beberapa persyaratan tertentu antara
lain: kegiatan pariwisata terbatas dan kegiatan hutan kota (pada zona tipe A,
B, dan C); kegiatan-kegiatan hutan produksi, perkebunan, pertanian sawah,
pertanian semusim, perikanan, dan peternakan (pada zone tipe B dan C);
serta kegiatan pertambangan dan kegiatan hunian (pada zona tipe C).
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Tabel 10 Peruntukan ruang zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan sedang

Tingkat Kerawanan Sedang
Tipe Zona A B C

Pariwisata
Hutan Kota
Hutan Produksi
Perkebunan

Penggunaan Pertanian Sawah
Lahan Pertanian Semusim

Perikanan
Peternakan
Pertambangan

Industri

Hunian

Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan/tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung/kaki
pegunungan, tebing sungai (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran tinggi,

dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%).

- Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus
dihindari)

|:| Dapat dibangun dengan syarat

Dalam penentuan pola ruang pada zona dengan tingkat kerawanan sedang, lebih
diarahkan kepada dominasi fungsi lindungnya melalui pengawasan yang ketat
terhadap penggunaan ruangnya. Dengan demikian terhadap kegiatan
pemanfaatan ruang diberlakukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Kegiatan industri atau pabrik tidak layak.
b. Kegiatan pertambangan, hunian, dan pariwisata dapat dilaksanakan dengan
beberapa persyaratan yang ketat, misalnya:
1) Tidak boleh dikembangkan melebihi daya dukung lahan dan dikenakan
ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
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2) Dalam menetapkan jenis bangunan/ konstruksi terlebih dahulu harus
dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya
dukung tanah; rekayasa memperkecil kemiringan lereng, rencana jaringan
transportasi yang mengikuti kontur, dan sebagainya.

3) Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan persyaratan meliputi
aspek kestabilan lereng dan lingkungan, daya dukung dengan upaya
reklamasi.

c. Kegiatan-kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Hutan
Kota, dan Hutan Produksi, dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan
seperti pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat, sistem terasering dan
drainase lereng yang tepat, rencana jalan untuk kendaraan roda empat yang
ringan hingga sedang, dan sebagainya.

2.3.3.3 Pada tingkat kerawanan rendah

Peruntukan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan rendah
tidak layak untuk kegiatan industri, namun dapat untuk kegiatan-kegiatan hunian,
pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan,
peternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, dengan persyaratan yang sama
dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan
sedang.

Untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan rendah, peruntukkan
ruangnya diarahkan sebagai kawasan budi daya terbatas. Pada kawasan seperti
ini dapat saja dikembangkan tetapi bersyarat sesuai tipologi zona dan klasifikasi
tingkat kerawanannya serta diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.

Di samping kawasan budi daya yang dikendalikan, pada zona dengan tingkat
kerawanan rendah ini dapat ditetapkan juga kawasan budi daya yang didorong
perkembangannya khususnya untuk kegiatan pariwisata dan kegiatan hutan kota
pada zona tipe A; serta kegiatan-kegiatan pariwisata, hutan kota, dan hutan
produksi pada zona tipe B.
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Tabel 11 Peruntukan ruang zona berpotensi longsor
berdasarkan tingkat kerawanan rendah

Tingkat Kerawanan Rendah
Tipe Zona A B C

Pariwisata

Hutan Kota
Hutan Produksi
Perkebunan

Penggunaan Pertanian Sawah

Lahan Pertanian Semusim

Perikanan

Peternakan

Pertambangan

Industri
Hunian
Keterangan:

Tipe A adalah daerah lereng bukit/lereng perbukitan, lereng gunung/lereng pegunungan/tebing
sungai (kemiringan di atas 40%). Tipe B adalah daerah kaki bukit/kaki perbukitan, kaki gunung /
kaki pegunungan, tebing sungai (kemiringan 21% s.d. 40%). Tipe C adalah daerah dataran tinggi,
dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai (kemiringan 0% s.d. 20%).

Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus
dihindari)

Dapat dibangun dengan syarat

1

Boleh dibangun



Bab Il
Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

31 Prinsip-prinsip yang perlu diacu dalam pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor dilakukan dengan:

1. mengacu pada fungsi ruang kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata

ruang,

2. mensinkronkan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah
sekitarnya,

3. memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan
prasarana,

4. mengacu standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

3.2 Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya

Program pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor merupakan
jabaran indikasi program utama yang tercantum dalam rencana tata ruang yang
bersifat fisik maupun non fisik, dan mencakup tahapan jangka waktu pemanfaatan
ruang kawasan rawan bencana longsor.

Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,
dilakukan (i) perumusan usulan program pemanfaatan ruang kawasan rawan
bencana longsor; (ii) perumusan perkiraan pendanaan dan sumbernya; (iii)
pelaksana program pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor, dan
(iv) tahapan waktu pelaksanaan program. Program pemanfaatan ruang disusun
berdasarkan masing-masing tipe zona dan dituangkan dalam tabel sebagai
berikut:
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NO USULAN PERKIRAAN PELAKSANA TAHAPAN WAKTU

PROGRAM PENDANAAN DAN PELAKSANAAN
SUMBERNYA
(1) (2) (3) (4) (5)

Gambar 5 Contoh tabel program pemanfaatan ruang
kawasan rawan bencana longsor

Keterangan:
Kolom 1 (NO)
Menunjukkan penomoran.

Kolom 2 (USULAN PROGRAM):

Memuat program-program sektoral yang dijabarkan dari indikasi program
utama yang tercantum dalam rencana tata ruang untuk masing-masing tipe
zona yang berupa:

*  Program-program sektoral untuk zona dengan tingkat kerawanan tinggi (yang
mutlak dilindungi) antara lain berupa: gerakan penghijauan atau penghutanan

kembali.

*  Program-program sektoral untuk zona dengan tingkat kerawanan sedang
antara lain berupa: kegiatan hutan produksi, kegiatan hutan kota, kegiatan
perkebunan, kegiatan pertanian dengan terasering, kegiatan pariwisata alam.

*  Program-program sektoral untuk zona dengan tingkat kerawanan rendah
berupa kegiatan-kegiatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara
lain: kegiatan hutan produksi, kegiatan hutan kota, kegiatan kehutanan,
kegiatan perkebunan, kegiatan pariwisata alam, kegiatan pertanian dengan
terasering, kegiatan hunian terbatas dengan KDB rendah, kegiatan

peternakan, dan kegiatan perikanan dengan persyaratan tertentu.
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Kolom 3 (PERKIRAAN PENDANAAN DAN SUMBERNYA):

Memuat perkiraan pendanaan dan sumber pendanaannya. Perkiraan pendanaan
diarahkan berdasarkan perhitungan menurut harga satuan dan volume pekerjaan
yang berlaku. Sumber-sumber pembiayaan dapat diidentifikasi bersumber dari
pemerintah (APBN atau APBD), bersumber dari swasta/masyarakat, atau
bersumber dari kerjasama pembiayaan antara pemerintah dengan swasta/
masyarakat.

Kolom 4 (PELAKSANA):

Menunjuk instansi atau pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor untuk masing-
masing tipe zona.

Kolom 5 (TAHAPAN WAKTU):

Menunjukkan tahapan waktu pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang kawasan
rawan rawan bencana longsor, baik dalam tahapan waktu lima tahunan maupun tahunan
untuk masing-masing tipe zona.

3.3 Pelaksanaan program pemanfaatan ruang

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana longsor
merupakan aktifitas pembangunan fisik dan non fisik oleh seluruh pemangku
kepentingan yang terkait.

Program pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan melalui:

* pengembangan kawasan secara terpadu; dan

* pengembangan penatagunaan tanah yang didasarkan pada pokok-pokok
pengaturan penatagunaan tanah (penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah).

Mekanisme pelaksanaan program pemanfaatan ruang dapat dilakukan sebagai
berikut:

* Program-program yang sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah
dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (swakelola) atau diserahkan kepada
pihak ketiga (konstruksi);

*  Program-program yang sumber pembiayaannya berasal dari swasta atau
masyarakat dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat sendiri maupun
dikerjakan dengan fihak swasta/masyarakat lain.
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Program-program yang sumber pembiayaannya berasal dari kerjasama
antara pemerintah dengan swasta/masyarakat dilaksanakan dengan bentuk-
bentuk kerjasama yang disepakati bersama (public private partnership),
antara lain melalui BOT, BOO, Ruitslag, dan Turnkey.



4.1

Bab IV
Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana
longsor

Prinsip pengendalian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang
adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang di kawasan rawan bencana
longsor agar sesuai dengan fungsi kawasannya dan sesuai rencana tata ruangnya
melalui tindakan-tindakan penetapan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif
- disinsentif, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam penggunaan
ruang atau kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang di kawasan rawan
bencana longsor atau zona berpotensi longsor. Pada dasarnya pedoman
pengendalian ini mengacu kepada prinsip-prinsip pengendalian dalam Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1.

Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan
mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/ provinsi dan/atau rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten/kota/provinsi atau rencana detail tata
ruang kabupaten/kota.

Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan
tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/
tanah.

Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung
kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko
tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan
bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya.

Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi
kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat.
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4.2 Acuan peratuan zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang unsur-
unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona/blok peruntukan sesuai
dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus,
boleh, boleh dengan persyaratan tertentu, dan tidak boleh dilaksanakan pada
zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuanruang yang dapat
terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (KDRH, KDB, KLB dan garis
sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain
yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan (penjelasan Pasal 36: (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang)

Peraturan zonasi juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan unsur-unsur pengendaliannya yang disusun
untuk setiap zona/blok peruntukan yang penetapan zonanya dimuat dalam rencana
rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan
zonasinya yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam
pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan
sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang (penjelasan
umum butir 6 UUNo. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Berkaitan dengan kawasan rawan bencana longsor, arahan peraturan zonasi ini
menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peraturan zonasi
dan penerintah provinsi untuk menyusun arahan peraturan zonasi dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor atau zona
berpotensi longsor sebagaimana dijelaskan berikut ini:

421 Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi

Untuk zona berpotensi longsor tipe A dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi,
penggunaan ruangnya sebagai kawasan lindung, sehingga mutlak dilindungi.
Sedangkan untuk zona tipe B dan tipe C dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko
tinggi dapat diperuntukkan sebagai kawasan budi daya terbatas dengan
pendekatan konsep penyesuaian lingkungan, yaitu upaya untuk menyesuaikan
dengan kondisi alam, dengan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi
alam yang ada.
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Beberapa kegiatan pada zona ini sangat dibatasi dengan mempertimbangkan
beberapa arahan sebagai berikut:

a.

—h

Perlindungan sistem hidrologi kawasan.

1)

2)

3)

Upaya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resapan air hujan yang
masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor, dan sekaligus
merupakan upaya terpadu dengan pengendalian banijir.

Pelaksanaan perlindungan sistem hidrologi kawasan dilakukan melalui
upaya penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis tanaman
yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan.

Penanaman vegetasi yang tepat sangat penting dalam mengendalikan
laju air yang mengalir ke arah hilir, atau kearah lereng bawah.

Menghindari penebangan pohon tanpa aturan.

Pohon-pohon asli (native) dan pohon-pohon yang berakar tunggang,
diupayakan untuk dipertahankan pada lereng, guna memperkuat ikatan antar
butir tanah pada lereng, dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem
hidrologi kawasan.

Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.

1)

2)

3)

Pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas
40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada
lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan
menambah gaya penahan gerakan pada lereng.

Sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak
diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi,
dengan demikian untuk zona berpotensi longsor dengan tingkat
kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk
kegiatan permukiman.

Adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada
daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada
tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.

Menghindari penggalian dan pemotongan lereng
Penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan rawan bencana longsor
dengan tingkat kerawanan tinggi harus dihindari, karena dapat berakibat:

1)
2)

3)

Mengurangi gaya penahan gerakan tanah dari arah lateral;
Menimbulkan getaran-getaran pada saat pelaksanaan, yang dapat
melemahkan ikatan antar butir tanah pada lereng;

Meningkatkan gaya gerak pada lereng karena lereng terpotong semakin
curam.
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4.2.2

Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan /tingkat risiko sedang

Penggunaan ruang pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan/
tingkat risiko sedang tidak layak untuk kegiatan industri (pabrik), namun dapat
untuk beberapa kegiatan lain dengan persyaratan yang ketat sebagai berikut:

a. Industri/pabrik, tidak layak dibangun.
b. Kegiatan hunian terbatas, kegiatan transportasi lokal, kegiatan pariwisata
alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
S)
6)
7)

8)
9)

Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.

Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan. lereng,
dan daya dukung tanah.

Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat
meminimalkan penjenuhan pada lereng.

Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan
gerakan tanah pada lereng.

Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis
bangunan dan kegiatan yang dilakukan.

Memperkecil kemiringan lereng.

Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng.

Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng.
Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia

c. Kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota,
hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

S)
6)

Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.

Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.
Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda
empat ringan hingga sedang.

Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari
terjadinya kerusakan lereng.

Menghindari pemotongan dan penggalian lereng.

Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.

d. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi:

1)
2)
3)
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Diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C.
Memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan.
Didukung dengan upaya reklamasi lereng.



4.2.3 Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan / tingkat risiko rendah

Secara umum penggunaan ruang pada zona berpotensi longsor dengan tingkat
kerawanan/tingkat risiko rendah tidak layak untuk industri, namun dapat
diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dengan
beberapa persyaratan seperti pada zona berpotensi longsor dengan tingkat
kerawanan/tingkat risiko menengah, namun namun tidak seberat sebagaimana
pada tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang.
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Tabel 12 Acuan Dalam Penyusunan Peraturan Zonasi Untuk
Zona Berpotensi Longsor

Tipe Zona

Tingkat
Kerawanan

Acuan Peraturan Zonasi

Tinggi

Tidak untuk kegiatan pembangunan fisik.

Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung.
Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan
dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
Kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera
dihentikan, atau direlokasi

Diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat
Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan
secara terbatas melalui pendekatan/konsep penyesuaian
lingkungan, lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi
alam yang ada.

Sedang

Dapat untuk kegiatan pariwisata terbatas, dengan syarat:

a. Analisis geologi, daya dukung lingkungan, kestabilan
lereng, dan Amdal

b. Rekayasa teknis memperkecil lereng, jaringan transportasi
yang mengikuti kontur, sistem drainase

c. Jenis wisata alam, pemilihan tanaman yang tepat

d. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki
gunung.

Dapat untuk kegiatan hutan kota dengan persyaratan

pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat:

a.  Rekayasa teknis.

b.  Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan
dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem
drainase yang tepat

c.  Untuk jenis kegiatan penelitian.

Kegiatan yang tidak konsisten dalam pemanfaatannya,

dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.

Tidak layak untuk kegiatan-kegiatan: hunian/permukiman,

industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan,

pertanian pangan, perikanan, dan peternakan.

Rendah

Tidak layak untuk kegiatan industri, namun dapat untuk semua
jenis kegiatan dengan persyaratan tertentu.

Sangat layak untuk kegiatan pariwisata terbatas dan hutan
kota/ruang terbuka hijau kota

Tetap memelihara fungsi lindung.

Diperlukan pengawasan dan pengendalian.




Tipe Zona

Tingkat
Kerawanan

Acuan Peraturan Zonasi

Tinggi

Fungsi tidak berubah/dirubah sebagai hutan lindung.
Tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman,
pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan.
Kegiatan lainnya: pariwisata terbatas, hutan kota, hu tan
produksi, perkebunan, dan pertanian dengan persyaratan
tertentu antara lain:

a. memelihara kelestarian lingkungan,

b. pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat,

c. rekayasa teknik, kestabilan lereng, drainase, dsb.
Untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam
pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi
semula secara bertahap.

Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang yang ketat.

Sedang

Tidak layak untuk kegiatan industri, pertambangan, dan

hunian/permukiman.

Untuk kegiatan pariwisata dengan persyaratan:

a. Rekayasa teknis.

b. Jenis wisata alam.

c. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki
gunung.

Untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan,

pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan pengawasan

dan pengendalian yang ketat serta persyaratan tertentu antara

lain:

a. Rekayasa teknis, terasering, perkuatan lereng, sistem
drainase yang tepat, mengikuti kontur,

b. Pemilihan jenis vegetasi dan pola tanam yg tepat,

c.  Untuk jenis kegiatan penelitian

Untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam

pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi

semula secara bertahap.

Rendah

Tidak untuk kegiatan industri.

Layak untuk kegiatan pariwisata alam, hutan produksi, hutan
kota, perkebunan, dan pertanian dengan persyaratan tertentu:
rekayasa teknik, jenis wisata alam, pemilihan jenis vegetasi
yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian
lingkungan, dan untuk kegiatan penelitian.

Untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam
pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi
semula secara bertahap.
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Tipe Zona

Tingkat
Kerawanan

Acuan Peraturan Zonasi

. Untuk kegiatan pertambangan dan hunian/permukiman, dan

pariwisata dengan persyaratan ketat a.l.:

a. Tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan,
harus mematuhi persyaratan Amdal.

b. Dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan, didahului
penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya
dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur,
dsb.

c. Persyaratan kegiatan pertambangan a.l.: aspek kesta bilan
lereng, daya dukung lingkungan, reklamasi lereng,
revitalisasi kawasan, dsb.

Tinggi

. Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik,
hunian/permukiman, pertambangan, dan peternakan.

. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi,
perkebunan dengan persyaratan ketat dan pengawasan dan
pengendalian yang ketat:

a. Rekayasa teknis, penguatan lereng

b. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah
resapan dan kelestarian lingkungan.

c. Untuk jenis kegiatan penelitian.

. Diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan,
dengan persyaratan ketat:

a. Rekayasa teknis.
b. Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.

. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat:
a. Rekayasa teknis.

b. Jenis wisata air.

Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan

dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.

Sedang

. Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik
. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota hutan produksi,
perkebunan dengan persyaratan ketat serta pengawasan dan
pengendalian yang ketat:
a. Rekayasa teknis
b. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah
resapan dan kelestarian lingkungan.
c. Untuk jenis kegiatan penelitian.
Untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dengan
persyaratan:
a. Rekayasa teknis.
b. Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.




Tipe Zona

Tingkat
Kerawanan

Acuan Peraturan Zonasi

Untuk kegiatan pertambangan dan hunian/permukim-an, dan

pariwisata dengan persyaratan ketat a.l.:

a. Tidak dikembangkan melebihi daya dukung ling-kungan,
harus mematuhi persyaratan Amdal.

b. Dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan, didahului
penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya
dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur,
dsb.

Persyaratan kegiatan pertambangan a.l.: aspek kesta bilan lereng,
daya dukung lingkungan, reklamasi lereng, revitalisasi kawasan, dsb.

Rendah

Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik.

Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat:

a. Rekayasa teknis.

b. Jenis wisata air.

Diizinkan untuk kegiatan peternakan dengan persyaratan:

a. Rekayasa teknis.

b. Menjaga kelestarian lingkungan.

Diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan persyaratan:

a. Penelitian geologi, analisis kestabilan lereng, rencana jalan
mengikuti kontur, rencana reklamasi lereng, revitalisasi
kawasan, analisis dampak ling-kungan, rekayasa teknik.

b. Menjaga kelestarian lingkungan.

c. Pengendalian kegiatan tambang sesuai dengan peraturan
yang ada.

Diizinkan untuk permukiman dengan persyaratan:

a. Rekayasa teknis/rumah panggung.

b.  Pemilihan tipe bangunan rendah hingga sedang.

c. Menjaga kelestarian lingkungan.

Diizinkan untuk transportasi dengan persyaratan:

a. Rekayasa teknis.

b. Mengikuti pola kontur.

Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan
dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
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4.3 Perizinan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor

Dalam pedoman ini yang dimaksud izin pemanfaatan ruang adalah izin yang
dipersyaratkan dalam kegiatan penggunaan ruang sebagai pelaksanaan
pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor atau zona berpotensi
longsor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki
sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang yang diatur oleh Pemerintah/
Pemerintah Daerah menurut kewenangannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan yang terkait dengan perizinan
pemanfaatan ruang berlaku pula dalam perizinan pemanfaatan ruang pada
kawasan rawan bencana longsor atau zona berpotensi longsor selama peraturan
tersebut masih berlaku (belum dicabut). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berlaku ketentuan bahwa dalam
penerbitan izin pemanfaatan ruang harus mengacu dan menyesuaikan dengan
rencana tata ruangnya. lzin-izin yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang
telah ada antara lain adalah:

* lzin Prinsip (Persetujuan Prinsip): Persetujuan yang diberikan kepada
perusahaan untuk melakukan beberapa persiapan untuk penyediaan tanah,
penyusunan site plan, upaya pembangunan, pengadaan, pemasangan
instalasi, dan sebagainya.

* lzin Lokasi/fungsi ruang.

» Persyaratan Amplop Ruang dan Kualitas Ruang.

* |zin Tetap Kawasan Industri.

* lzin Mendirikan Bangunan (IMB).

* lzin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Izin Layak Huni (ILH).

* |zin Undang Undang Gangguan (UUG) atau HO.

* Advice Planning.

* |zin Tempat Usaha.

* Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C.

» Penerbitan Beeschikking: ketetapan yang dibuat pejabat administrasi negara,
dalam kaitannya dengan kebijakan pemanfaatan ruang tertentu.

* |zin Reklame.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang kawasan
rawan bencana longsor, perlu dilakukan hal-hal berikut ini:
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1. Segera menyusun rencana rinci kawasan dan/atau Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota serta peraturan zonasinya. Peraturan zonasi terdiri
atas zonning maps dan zonning text.

2. Pengupayakan pengawasan ketat terhadap aktifitas yang dilakukan di zona

berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang sampai tinggi.

Pemantauan penggunaan ruang di lapangan di kawasan tersebut.

Pemutakhiran data dan perhitungan kembali (review) terhadap analisis yang

dilakukan, dengan skala kawasan yang lebih detail atau setempat, yang

ditunjang dengan pelaksanaan penyelidikan lapangan secara berkala.

5. Menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi, melalui perangkat insentif
dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

pw

4.31 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan tinggi

Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan
tinggi, tetap berpegang pada konsep penyesuaian lingkungan, yaitu upaya untuk
menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan terlebih dahulu menekankan pada
upaya rekayasa kondisi alam yang ada. Sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan, yaitu diutamakan sebagai kawasan lindung (tidak layak dibangun), maka
secara prinsip tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang
di kawasan ini.

Secara rinci prioritas penggunaan ruang pada kawasan rawan bencana longsor
dengan tingkat risiko tinggi, meliputi:

+ Tipe A (kemiringan di atas 40%) diutamakan untuk kawasan hutan lindung.

+ Tipe B (kemiringan 21 sampai dengan 40%) diutamakan untuk kawasan
lindung dan kawasan pertanian terutama perkebunan tanaman keras secara
terbatas.

* Tipe C (kemiringan di bawah 20%) diutamakan untuk kawasan lindung dan
kawasan pertanian terbatas.
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4.3.2 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dengan

tingkat kerawanan sedang

Pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang tidak diizinkan
untuk kegiatan industri (pabrik), namun dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan
permukiman, transportasi, pertanian, dan pertambangan secara bersyarat.

Ketentuan perizinan penggunaan ruang pada zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan sedang yaitu:

a.
b.
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Industri (pabrik), tidak diizinkan.
Permukiman, pariwisata, dan transportasi, perizinan dilakukan sesuai dengan
mekanisme standar perizinan umum untuk pengadaan tanah dan bangunan.
Mendukung rekomendasi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan
sebelumnya, maka mekanisme perizinan sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme perizinan umum.
2) Dilengkapi dengan laporan yang memuat penjelasan rinci, sehubungan
dengan hasil dan rekomendasi teknis untuk:
* Penyelidikan geologi teknik.
* Analisis kestabilan lereng.
* Analisis daya dukung tanah/lereng.
*  Untuk kondisi tertentu perlu dilengkapi dengan AMDAL.
3) Dilengkapi dengan gambar dan rencana:
* Perkuatan lereng dalam rangka penanggulangan longsoran.
* Gambar rencana bangunan < 2 lantai (khusus untuk permukiman),
dalam rangka meminimalkan pembebanan pada lereng.
* Gambar rencana lintasan (alinemen) jalan, sesuai dengan kontur
lahan.
+ Sistem drainase lahan sebagai bagian dari satu kesatuan sistem
drainase yang lebih besar.
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan kota, hutan rakyat, hutan
produksi. Sehubungan dengan rekomendasi untuk pertanian, mekanisme
perizinan yang terkait meliputi:
1) Memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme perizinan umum, yang
dapat dilihat pada sub bab sebelumnya.
2) Dilengkapi dengan laporan yang memuat penjelasan rinci, sehubungan
dengan hasil dan rekomendasi teknis untuk:



* Jenis tanaman yang akan dibudidayakan.

* Pola tanam.

* Gambar rencana pembuatan terasering.

+ Sistem drainase lahan sesuai dengan kontur lahan, sebagai bagian
dari satu kesatuan sistem drainase yang lebih besar.

d. Pertambangan, persyaratan pendukung untuk mekanisme perizinan
penggunaan ruang kawasan rawan bencana longsor / zona berpotensi longsor
untuk pertambangan, meliputi:

1) Memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme perizinan secara
umum.
2) Dilengkapi dengan laporan yang memuat penjelasan rinci, sehubungan
dengan hasil dan rekomendasi teknis untuk:
* Penyelidikan geologi teknik
* Analisis kestabilan lereng
* Analisis daya dukung tanah/lereng.
3) Dilengkapi dengan gambar dan rencana rinci, terkait dengan:
* Rencana reklamasi lahan.
+ Estimasi volume galian dan timbunan penambangan.
* Rencana penanggulangan longsor atau perkuatan lereng.

4.3.3 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan rendah

Secara umum mekanisme perizinan pemanfaatan ruang di zona berpotensi
longsor dengan tingkat kerawanan rendah, sesuai dengan uraian yang dijabarkan
pada pembahasan sebelumnya, yaitu untuk zona berpotensi longsor dengan
tingkat kerawanan sedang.

4.4 Perangkat insentif disinsentif pemanfaatan ruang kawasan bencana
longsor

Perangkat insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
dengan tujuan untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan
yang seiring-sejalan dengan rencana tata ruang atau seiring dengan tujuan
pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor/zona berpotensi longsor.
Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka
pengembangan pemanfaatan ruang, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan
kemudahan tertentu:
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a. Kemudahan secara ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi atas
opportunity cost yang hilang akibat penetapan lahan masyarakat sebagai
kawasan lindung melalui imbalan.

b. Kemudahan secara fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan
prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk
melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Insentif dapat diberikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; antar
pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah
yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah
yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah
memberikan prefensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung
perwujudan rencana tata ruang, atau dari pemerintah kepada masyarakat atas
partisipasinya menjaga kualitas ruang. Insentif dan disinsentif diberikan dengan
tetap menghormati hak masyarakat.

Pemberian insentif kepada setiap orang yang melakukan aktifitas yang dapat
mempertahankan dan/atau mendukung fungsi lindung kawasan rawan bencana
longsor, seperti penanaman pohon pelindung dan pembuatan terasering. Insentif
yang diberikan dapat berupa pemberian penghargaan dan kemudahan dalam
melaksanakan aktifitasnya. Di samping pemberian penghargaan kepada
masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, pemberian insentif juga dapat
berupa: keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa
ruang, dan urun saham; pembangunan dan pengadaan infrastruktur; dan
pemberian kemudahan-kemudahan prosedur perizinan.

Pemberian insentif dapat juga dilakukan dalam penyelenggaraan kerjasama antar
daerah. Daerah yang secara langsung mendapatkan manfaat dari
penyelenggaraan penataan ruang yang diselenggarakan oleh daerah lainnya dapat
memberikan kompensasi dan atau bantuan kepada daerah lainnya tersebut.

Perangkat disinsentif adalah perangkat yang bertujuan membatasi pertumbuhan
atau mencegah dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang. Perangkat disinsentif dapat berupa:

a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang
dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan
ruang;

b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk mencegah
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berkembangnya kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana longsor,
pengenaan kompensasi.

c. Memperketat mekanisme perijinan dan diberikan secara berkala (periodik)
yang dapat diperpanjang setelah melalui mekanisme pemantauan (monitor-
ing) dan evaluasi terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang dalam pedoman
ini dapat dikenakan disinsentif yang berupa:

a. Pengenaan retribusi yang tinggi;
b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
c. Memperketat mekanisme perizinan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai
jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat
ruang (user) membayar pajak lebih tinggi.

4.5 Sanksi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor

Sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana
tata ruang dan peraturan zonasi; sanksi merupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan peraturan zonasi (Pasal 39 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang). Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan
ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Tindakan penertiban pada zona berpotensi longsor dilakukan melalui pelaporan
atau pengaduan masyarakat dan/atau pemeriksaan dan penyelidikan terhadap
semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang pada zona yang
bersangkutan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan
dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi, atau tidak sesuai dengan rencana
tata ruang dan peraturan zonasi dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi,
sanksi perdata, dan sanksi pidana.
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Pelanggaran administrasi misalnya penerbitan izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan prosedur, pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan peruntukan ruang (misalnya izin pemanfaatan ruang pada kawasan
lindung); penerbitan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan
zonasi. Pelanggaran perdata misalnya yang berkaitan dengan kontrak,
persewaan, jual-beli tanah, ganti rugi dalam peralihan hak atas tanah, dan
sebagainya. Pelanggaran pidana misalnya yang berkaitan dengan pengrusakan,
keselamatan dan keamanan, ketaatan tidak melakukan kegiatan di kawasan
lindung, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor/
zona berpotensi longsor dapat ditinjau dari tingkat ketaatan dalam melaksanakan
prosedur permohonan dan/atau penerbitan izin pemanfaatan ruang, serta tingkat
ketaatan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin.
Berdasarkan hal ini bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan
rawan bencana longsor dan alternatif sanksinya disajikan pada Tabel 13.

Mekanisme penertiban pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor/
zona berpotensilongsor dilakukan dengan:

a. Penegakan prosedur perizinan sesuai dengan arahan kawasan rawan
bencana longsor dan penggunaan ruang pada zona berpotensi longsor.

b. Perhatian pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberian

izin.

Sosialisasi, penyuluhan.

Pembatasan, disinsentif.

Langkah-langkah penyidikan.

Pengenaan sanksi.

0 Qoo

Apabila masih terjadi pelanggaran terhadap penggunaan ruang maka pelaku
pelanggaran dikenakan sanksi antara lain berupa:

a. Teguran dan/atau peringatan tertulis.

b. Kegiatan pembangunan dihentikan sementara, pihak pelaksana (masyarakat,
investor) diminta untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan dalam RTR.

c. Penghentian sementara pelayanan umum (listrik, telepon, prasarana
transportasi, dan sebagainya).
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d. Penutupan lokasi kegiatan apabila memberikan dampak negatif kepada
masyarakat.

e. Pengenaan denda administratif sesuai dengan peraturan perundangan.

f. Pencabutan izin apabila penggunaan ruang tidak sesuai rencana tata
ruangnya.

g. Pembatalan izin apabila penggunaan ruang tidak sesuai dengan izinnya.

h. Pembongkaran bangunan apabila setelah berturut-turut diberi peringatan
tertulis masih tetap melanggar.

i. Pengenaan kurungan apabila setelah melalui proses pengadilan terbukti
melanggar.

j-  Melalui mekanisme pengendalian, pemulihan fungsi ruang, dan pembinaan.

Instansi/lembaga yang melaksanakan penyidikan atau pemgumpulan bukti
terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh: Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
instansi penerbit izin; instansi/lembaga lain yang bertugas dalam penertiban.
Sedangkan yang bertugas menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran adalah
lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penyidikan sebelum pengenaan sanksi diperlukan bukti-bukti
pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Di samping itu, sebelum pengenaan
sanksi perlu pula diperiksa keberadaan rencana tata ruangnya dikaitkan dengan
waktu terjadinya pelanggaran. Berdasarkan keberadaan rencana tata ruang
tersebut, maka pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dapat dibedakan dalam
dua jenis yaitu:

a. Pelanggaran setelah ada rencana tata ruang, yakni kegiatan pembangunan
dilaksanakan setelah rencana tata ruang mempunyai dasar hukum dan
diundang-undangkan.

b. Pelanggaran terjadi sebelum ada rencana tata ruang. Kegiatan pembangunan
dilaksanakan sebelum rencana tata ruang mempunyai dasar hukum.

Langkah-langkah penyidikan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan bukti

Berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam
pemanfaatan ruang, maka dalam pengumpulan bukti-bukti pelanggaran
tersebut dibutuhkan informasi kunci mengenai:
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b.
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+ Saat dimulainya kegiatan pemanfaatan ruang, apakah dilaksanakan
sebelum atau setelah rencana tata ruang ditetapkan dan diundang-
undangkan.

* Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang.

+ Ketentuan/aturan/persyaratan teknis yang termuat dalam dokumen
perizinan.

* Motif pelanggaran, apakah karena unsur kesengajaan atau kealpaan.

Pengajuan bukti

Sesudah bukti-bukti penyebab pelanggaran terkumpul, langkah selanjutnya

mengajukan alat-alat bukti ke meja persidangan/pengadilan.

Pembuktian

Pembuktian menempati posisi penting dalam pemeriksaan suatu kasus.

Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis, berpedoman pada hasil pembuktian

ini.

Pengenaan sanksi

Bentuk vonis yang akan dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi

administratif, sanksi perdata, atau sanksi pidana yang akan disesuaikan

dengan bentuk pelanggaran, motif pelanggaran, dan waktu terjadinya
pelanggaran.
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Bab V
Tata laksana dalam penataan ruang
kawasan rawan bencana longsor

Dalam rangka penataan ruang kawasan rawan bencana longsor, Pemerintah
Daerah mengacu kepada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung; serta pedoman yang terkait dengan bidang penataan ruang.

Penataan ruang kawasan rawan bencana longsor dapat menjadi bagian integral
dari penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi. Namun demikian
apabila dipandang perlu, kawasan rawan bencana longsor dapat ditetapkan
sebagai kawasan strategis kabupaten/kota apabila kawasan tersebut berada di
dalam wilayah kabupaten/kota; serta dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis
provinsi apabila kawasan tersebut berada pada lintas kabupaten/kota. Dengan
demikian, penataan ruang kawasan rawan bencana longsor dapat merupakan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau provinsi. Untuk
kepentingan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor sebagai kawasan
strategis, dapat ditetapkan institusi atau lembaga yang diberi tugas dan
kewenangan melaksanakan penataan ruang kawasan strategis. Di samping itu
perlu segera disusun:

a) Rencana rinci tata ruang kawasan dan arahan peraturan zonasi, untuk
pemerintah provinsi.

b) Rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi, untuk Pemerintah
Kabupaten / Kota.

Rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi tersebut sebagai dasar
pemberian izin pemanfaatan ruang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis rawan bencana longsor, perlu dipertegas
kelembagaan penataan ruangnya, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat
dalam penataan ruang kawasan strategis rawan bencana longsor ini.
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5.1

Kelembagaan dalam penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor

Terkait dengan pembentukan lembaga penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor, dapat ditinjau dari dua dasar pertimbangan:

1. Pertimbangan efisiensi yakni mengoptimalkan instansi / badan / lembaga
bidang penataan ruang yang telah ada sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pertimbangan efisiensi dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

a.

Aspek bencana

Tugas dan kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan rawan bencana longsor dapat diintegrasikan dengan tugas dan
kewenangan lembaga dalam penanggulangan bencana sesuai Undang-
Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (pra
bencana, saat terjadinya bencana, pasca bencana). Dalam hal ini lembaga
yang ditunjuk mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan kegiatan
pemantauan serta evaluasi penanggulangan bencana.

Aspek penataan ruang

Tugas dan kewenangan dalam penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor dapat diintegrasikan dengan tugas dan kewenangan lembaga
dalam penataan ruang di daerah seperti Bappeda, BKPRD, dan instansi
daerah yang terkait dengan penataan ruang di daerah.

2. Pertimbangan menghindari tumpang-tindih atau kerancuan tugas dan
kewenangan yakni dengan pembentukan instansi/badan/lembaga baru
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberi tugas
dan fungsi tersendiri yang belum pernah ada. Sedangkan pertimbangan
menghindari tumpang-tindih atau kerancuan tugas dan kewenangan, untuk
kepentingan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor, dibentuk
badan/lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Pemerintah Daerah
melaksanakan: penetapan kawasan strategis berdasarkan aspek kualitas
lingkungan; perencanaan tata ruang kawasan strategis; pemanfaatan ruang
kawasan strategis; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.
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Badan/lembaga penataan ruang kawasan rawan bencana longsor mempunyai
tugas:

1. Menentukan kawasan rawan bencana longsor melalui proses:

a. identifikasi daerah-daerah berpotensilongsor dan mengelompokkannya
menjadi kawasan rawan bencana longsor dengan menggunakan peta
pada tingkat ketelitian rencana rinci tata ruang.

b. pengusulan kawasan rawan bencana longsor sebagai kawasan strategis
pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana
rinci tata ruang kawasan strategis serta arahan peraturan zonasi pada setiap
zona dengan tingkat ketelitian peta skala sebagai dasar perizinan
pemanfaatan ruang.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian secara terpadu, lintas sektoral,
dan lintas daerah terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan
strategis dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

4. Melakukan pengawasan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.

5. Memfasilitasi penyelesaian konflik bila terjadi benturan antar sektor pemerintah
daerah dan masyarakat.

5.2 Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang
kawasan rawan bencana longsor

Dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor hak, kewajiban, dan
peran masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata
Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Masyarakat maupun
kelompok yang berkepentingan dengan penataan ruang kawasan strategis rawan
bencana longsor, termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat yang terkena
dampak kegiatan tersebut, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat, serta masyarakat
pemerhati lingkungan.
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5.2.1 Hak masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor

a. Menerima informasi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana longsor.

b. Mengetahui secara terbuka pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana
longsor

c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor;

d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pengendalian kawasan rawan bencana longsor.

e. Berperan serta dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor

5.2.2 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan
bencana longsor

a. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada
keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan mentaati segala
ketentuan normatif yang ditetapkan dalam pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor, dan
mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik;

b. Tertib dalam keikutsertaannya pada proses pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan rawan bencana longsor.

5.2.3 Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana
longsor

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam
penataan ruang dilakukan antara lain, melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
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Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor,
antara lain:

a. Bantuan pemikiran atau pertimbangan (masukan, tanggapan dan koreksi)
berkenaan dengan wujud struktur dan pola ruang di kawasan rawan bencana
longsor.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan arahan pemanfaatan
ruang yang telah ditetapkan.

c. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang kawasan
rawan bencana longsor.

d. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan.

e. Memantau pemanfaatan ruang serta melaporkan penyimpangan pemanfaatan
ruang kawasan rawan bencana longsor.

f. Berpartisipasi aktif dalam pengendalian kawasan rawan bencana longsor.

g. Konsolidasi pemanfaatan kawasan rawan bencana longsor untuk tercapainya
pemanfaatan ruang yang berkualitas.

h. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana
longsor sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten.

5.2.4 Konsultasi masyarakat

Dalam penetapan kawasan rawan bencana longsor, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian kawasan rawan bencana longsor dilakukan
konsultasi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi yang dapat berupa
pendapat, usulan, dan saran-saran. Masyarakat yang dimaksud adalah
masyarakat setempat yang meliputi: masyarakat yang terkena dampak langsung
kegiatan tersebut, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat, masyarakat adat, dan
kelompok pemerhati lingkungan. Konsultasi dengan masyarakat merupakan fo-
rum keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang kawasan rawan
bencana longsor. Forum ini juga sebagai upaya pencegahan dampak sosial sedini
mungkin.

Konsultasi masyarakat dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

a. kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat;
b. transparansi dalam pengambilan keputusan;
c. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak yang terkait.
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Bab VI
Bebeberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rekayasa
teknik penanggulangan longsor di kawasan rawan bencana
longsor

6.1 Rekayasa teknik

Rekayasa Teknik memuat uraian terkait dengan langkah tindak untuk mendukung
pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal, dengan memasukan terapan
teknologi yang sesuai untuk wilayah masing-masing. Bentuk rekayasa teknik
disampaikan dalam bentuk umum, dan pedoman spesifik dan detail dapat
diperoleh dari Pedoman maupun Petunjuk Teknis, secara khusus pada Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 Lampiran Nomor 1 tentang
Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran.

Sehubungan dengan arahan pemanfaatan yang telah ditetapkan sebelumnya,
secara umum rekayasa teknik yang disampaikan meliputi beberapa aspek sebagai
berikut:

6.1.1 Penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya
dukung tanah

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, lebih lanjut zona-zona kritis (berpotensi longsor)
dalam kawasan tersebut serta daya dukung kawasan dapat diketahui, sehingga
upaya antisipasi risiko dalam pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut dapat
dilakukan. Terkait dengan analisis kestabilan lereng yang akan dimanfaatkan
sebagai kawasan budi daya, perlu dimasukan faktor keamanan, seperti yang
disajikan pada Tabel 15.
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Tabel 15 Faktor keamanan minimum kemantapan lereng

Parameter Kuat Geser **)

Risiko *) Kondisi Beban Maksimum Sisa
Teliti Kurang Teliti Teliti Kurang Teliti
L Dengan Gempa 1,50 1,75 1,35 1,50
Tinggi
Tanpa Gempa 1,80 2,00 1,60 1,80
Menengah Dengan Gempa 1,30 1,60 1,20 1,40
Tanpa Gempa 1,50 1,80 1,35 1,50
Rendah Dengan Gempa 1,10 1,25 1,00 1,10
Tanpa Gempa 1,25 1,40 1,10 1,20

(Sumber: KepMen PU. No.378/KPTS/1987)

Keterangan:

*) - Risiko tinggi bila ada konsekuensi terhadap manusia cukup besar (ada permukiman),
dan atau bangunan sangat mahal, dan atau sangat penting
Risiko menengah bila ada konsekuensi terhadap manusia tetapi sedikit (bukan
permukiman), dan atau bangunan tidak begitu mahal, dan atau tidak begitu penting
Risiko rendah bila tidak ada konsekuensi terhadap manusia dan terhadap bangunan
(sangat murah).

**) - Kekuatan geser maksimum adalah harga puncak dan dipakai apabila massa tanah/
batuan yang berpotensi longsor tidak mempunyai bidang diskontinuitas (perlapisan,
retakan/rekahan, sesar dan sebagainya), dan belum pernah mengalami gerakan;
Kekuatan Geser Residual (sisa) digunakan apabila
Massa tanah/batuan yang potensial bergerak mempunyai bidang diskontinuitas, dan
atau
Pernah bergerak, walau tidak mempunyai bidang diskontinuitas

6.1.2 Sistem drainase yang tepat pada lereng

Tujuan dari pengaturan sistem drainase adalah untuk menghindari air hujan banyak
meresap masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor. Dengan
demikian perlu dibuat drainase permukaan yang mengalirkan air limpasan hujan
menjauh dari lereng rawan bencana longsor, dan drainase bawah permukaan
yang berfungsi untuk menguras atau mengalirkan air hujan yang meresap masuk
ke lereng.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terkait dengan sistem drainase lereng
adalah:
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Jika terjadi rembesan-rembesan pada lereng, berarti air dalam tanah pada
lereng sudah berkembang tekanannya. Untuk kasus ini disarankan agar
segera dibuat saluran/sistem drainase bawah tanah, yaitu dengan
menggunakan pipa/bambu/paralon, untuk menguras atau mengurangi
tekanan air. Langkah ini hanya efektif dilakukan pada lereng yang tersusun
oleh tanah gembur, dan jangan dilakukan pada saat hujan atau sehari setelah
hujan, karena sangat mungkin gerakan massa tanah (longsoran) dapat terjadi
dan membahayakan keselamatan pekerja.

Jika telah muncul retakan-retakan tanah berbentuk lengkung agak memanjang
(berbentuk tapal kuda), maka retakan tersebut harus segera disumbat dengan
material kedap air, atau lempung yang tidak mudah mengembang apabila
kena air. Hal ini dilakukan untuk menghindari air permukaan (air hujan) lebih
banyak masuk meresap ke dalam lereng melalui retakan tersebut. Munculnya
retakan menunjukkan bahwa tanah pada lereng sudah mulai bergerak karena
terdorong oleh peningkatan tekanan air di dalam pori-pori tanah pada lereng.
Dengan disumbatnya retakan atau terhalangnya air meresap ke dalam tanah
lereng, maka peningkatan tekanan air di dalam pori-pori tanah dapat
diminimalkan.

Pengaturan sistem drainase sangat vital, terutama untuk lereng yang di
dalamnya terdapat lapisan batu lempung yang sensitif untuk mengembang
apabila jenuh air, misalnya batu lempung jenis montmorillonite. Pada saat
kering batu lempung ini bersifat kompat, bersisik dan retak-retak, namun
apabila dalam kondisi jenuh, air batulempung akan berubah plastis, sehingga
kehilangan kekuatannya.

6.1.3 Sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan

tanah pada lereng

Perkuatan kestabilan lereng dapat dilakukan, dengan menggunakan salah satu
atau kombinasi dari beberapa konstruksi berikut ini:

Tembok/Dinding Penahan

Angkor

Paku Batuan (Rock Bolt)

Tiang Pancang

Jaring Kawat Penahan Jatuhan Batuan
Shotcrete

Bronjong.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

e Penambat berupa tembok penahan atau tiang pancang harus dipancangkan
hingga menembus batuan/tanah yang stabil. Hal ini berarti harus dilakukan
penyelidikan lereng terlebih dahulu untuk mengetahui kedalaman bidang
gelincir. Pembuatan saluran drainase permukaan dan bawah permukaan
tetap diperlukan, meskipun lereng telah diberi tembok penahan.

e Pemasangan peralatan akan menjadi kurang efektif apabila drainase atau
tata air pada permukaan dan di dalam lereng, tidak dapat terkontrol. Tanpa
sistem drainase yang tepat, upaya penanggulangan yang dilakukan identik
dengan melawan alam, yang umumnya hanya bertahan sesaat dan kurang
efektif untuk penyelenggaraan jangka panjang.

6.1.4 Meminimalkan pembebanan pada lereng

Penetapan batas beban yang dapat diterapkan dengan aman pada lereng perlu
dilakukan dengan menyelidiki struktur tanah/batuan pada lereng, sifat-sifat
keteknikan, serta melakukan analisis kestabilan lereng dan daya dukung.
Pembebanan pada lereng yang lebih curam dari 40% dapat meningkatkan gaya
penggerak pada lereng, meskipun pembebanan juga dapat berperan menambah
gaya penahan gerakan pada lereng yang lebih landai dari 40%. Perlu dihindari
bangunan konstruksi dengan beban > 2 ton/30cm?, kecuali dilengkapi dengan
teknologi perkuatan lereng dan pengendalian sistem drainase lereng.

6.1.5 Memperkecil kemiringan lereng

Upaya memperkecil kemiringan lereng dilakukan untuk meminimalkan pengaruh
gaya-gaya penggerak dan sekaligus meningkatkan pengaruh gaya penahan
gerakan pada lereng. Besarnya kemiringan lereng yang disarankan untuk
peruntukan budidaya tertentu, disajikan pada Tabel 16.
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Acuan kemiringan lereng yang sesuai untuk berbagai

Tabel 16
peruntukan di kawasan budi daya
Peruntukan Budi daya Kemiringan Kemiringan Kemiringan
Lereng Lereng Lereng
Maksimum Minimum Optimum
Perumahan/Permukiman 20-25% 0% 2%
Tempat Bermain 2-3% 0,05% 1%
Septic Drainfield 15% 0% 0,05%
Transportasi/Jalan:
Kecepatan 32km/jam 12% - 1%
Kecepatan 48km/jam 10%
Kecepatan 64km/jam 8%
Kecepatan 80km/jam 7%
Kecepatan 97km/jam 5%
Kecepatan 113km/jam 4%
Area Parkir 3% 0,05% 1%
Industri 3-4% 0% 2%
Sumber:

Marsh, W.M, 1991. Landscaping Planning: Environmental Application. 2d Ed., John

Wiley and Sons. New York.

Kemiringan lereng yang sesuai untuk pembangunan sarana dan prasarana
perumahan permukiman (di kawasan permukiman) dapat mengacu sebagaimana

tercantum pada Tabel 17 berikut ini:
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Tabel 17 Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan Kemiringan

Lereng
Peruntukkan Kelas Sudut Lereng
Lahan 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 > 40
Jalan Raya
Parkir
Taman Bermain
Perdagangan

Drainase
Permukiman
Trotoar
Bidang Resapan
Septik

Tangga Umum
Rekreasi

Sumber:
Williams M. Marsh,. Landscaping Planning: Environmental Application. 2d Ed., .1991

Sumber: 1. Marsh, W.M, 1991. Landscaping Planning: Environmental Application. 2d Ed., John Wiley
and Sons. New York.
2. www.pu.go.id/balitbang/sni/pdf/Pd%20T-03-2005-C.pdf: “Pd-T-03-2005-C: Tata cara pemilihan

lokasi prioritas untuk pengembangan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan”

6.1.6 Mengupas material gembur (yang tidak stabil) pada lereng

Pengupasan material dapat memperkecil beban pada lereng, yang berarti
meminimalkan besarnya gaya penggerak pada lereng, dan efektif diterapkan pada
lereng yang lebih curam dari 40%.

6.1.7 Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia

Apabila gejala awal terjadinya gerakan tanah/longsoran telah muncul, terutama
pada saat hujan lebat atau hujan tidak lebat tetapi berlangsung terus menerus
mulai pagi hingga siang dan sore/malam, segera kosongkan lereng dari kegiatan
manusia. Meskipun hujan telah reda, selama satu atau dua hari, jangan kembali
terlebih dahulu ke lereng yang sudah mulai menunjukkan gejala akan longsor.
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6.1.8 Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat

Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi dan mengalami penggundulan hutan,
dapat diupayakan untuk ditanami kembali, dengan jenis tanaman budidaya yang
dapat bermanfaat bagi masyarakat. Disarankan untuk tidak dipilih jenis tanaman
yang tidak terlalu berat dan berakar tunggang.

Jenis tanaman yang disarankan oleh Bank Dunia pada kawasan lindung atau
kawasan rawan bencana longsor yaitu akasia, pinus, mahoni, johar, jati, kemiri,
dan damar. Khusus untuk daerah berlereng curam di lembah dapat ditanami
bambu (Sitorus, S.R.P., 2006). Sementara polan penanaman yang dapat
dikembangkan pada daerah lereng pegunungan dan tebing yaitu tanaman berakar
dalam, bertajuk ringan, cabang mudah tumbuh dan mudah dipangkas (misalnya
lamtoro, pete, sonokeling, dan kaliandra), untuk di kaki lereng atau di kaki bukit
(mahoni), dan untuk daerah lembah dengan tanaman bambu (Sujoko dalam
Karnawati, 2006). Untuk dapat menguatkan tanah pada lereng diantaranya adalah
pohon kemiri, laban, dlingsem, mindi, johar, bungur, banyan, mahoni, renghas,
jati, kosambi, sonokeling, trengguli, tayuman, asam jawa dan pilang (Fakultas
Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2001).

Penanaman pada lereng juga harus memperhatikan jarak dan pola tanam yang
tepat. Penanaman tanaman budidaya yang berjarak terlalu rapat dan lebat pada
lereng dengan kemiringan lebih dari 40%, dapat menambah pembebanan pada
lereng sehingga menambah gaya penggerak tanah pada lereng.

6.1.9 Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada
lereng

Pengaturan sistem terasering bertujuan untuk melandaikan lereng, sedangkan
sistem drainase berfungsi untuk mengontrol air agar tidak membuat jenuh massar
tanah pada lereng. Hal ini mengingat kondisi air yang berlebihan pada lereng
akan mengakibatkan peningkatan bobot massa pada lereng, atau tekanan air
pori yang dapat memicu terjadinya longsoran.

Sistem drainase dapat berupa drainase permukaan untuk mengalirkan air
limpasan hujan menjauhi lereng, dan drainase bawah permukaan untuk
mengurangi kenaikan tekanan air pori dalam tanah.
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6.1.10 Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia

Apabila gejala awal terjadinya gerakan tanah/longsoran telah muncul, terutama
pada saat hujan lebat atau hujan tidak lebat tetapi berlangsung terus menerus
mulai pagi hingga siang dan sore/malam, segera kosongkan lereng dari kegiatan
manusia. Meskipun hujan telah reda, selama satu atau dua hari, jangan kembali
terlebih dahulu ke lereng yang sudah mulai menunjukkan gejala akan longsor.

6.2 Upaya mitigasi bencana longsor

Mitigasi merupakan suatu siklus kegiatan yang secara umum dimulai dari tahap
pencegahan terjadinya longsor, kemudian tahap waspada, evakuasi jika longsor
terjadi dan rehabilitasi, kemudian kembali lagi ke tahap yang pertama. Pencegahan
dan waspada adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus mitigasi
ini.

6.2.1 Tahapan mitigasi bencana tanah longsor

a. Pemetaan
Menyaijikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi
di suatu wilayah, sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah
kabupaten/kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan
pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana.

b. Penyelidikan
Mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat
digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana
pengembangan wilayah.

c. Pemeriksaan
Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga
dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya.

d. Pemantauan
Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana, pada daerah strategis
secara ekonomi dan jasa, agar diketahui secara dini tingkat bahaya, oleh
pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

e. Sosialisasi
Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota
atau Masyarakat umum, tentang bencana alam tanah longsor dan akibat
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yang ditimbulkannnya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara antara
lain, mengirimkan poster, booklet, dan leaflet atau dapat juga secara langsung
kepada masyarakat dan aparat pemerintah.

6.2.2 Selama dan sesudah terjadi bencana

a.

Tanggap Darurat

Yang harus dilakukan dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan
dan pertolongan korban secepatnya supaya korban tidak bertambah. Ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

e Kondisi medan

e Kondisi bencana

e Peralatan

¢ |nformasi bencana
Rehabilitasi

Upaya pemulihan korban dan prasarananya, meliputi kondisi sosial, ekonomi,
dan sarana transportasi. Selain itu dikaji juga perkembangan tanah longsor
dan teknik pengendaliannya supaya tanah longsor tidak berkembang dan
penentuan relokasi korban tanah longsor bila tanah longsor sulit dikendalikan.

Rekonstruksi

Penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor tidak
menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh
tanah longsor, karena kerentanan untuk bangunan-bangunan yang dibangun
pada jalur tanah longsor hampir 100%.

Ada beberapa tindakan perlindungan dan perbaikan yang bisa ditambah untuk
tempat-tempat hunian, antara lain:
e Perbaikan drainase tanah (menambah materi-materi yang bisa
menyerap).
¢ Modifikasi lereng (pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan).
o Vegetasi kembalilereng-lereng.
Beton-beton yang menahan tembok mungkin bisa menstabilkan lokasi
hunian.
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Penjelasan tentang longsor dan faktor-faktor penyebabnya
(Sumber utama : Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi)

1 Proses terjadinya tanah longsor

Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang
meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut
menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka
tanah menjadilicin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng
dan ke luar lereng.

2 Jenis tanah longsor

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan
blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran
translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang
paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

P . a Longsoran translasi
ereng asli .
Massa tanah Longsoran translasi adalah
S __‘—"a"gf'jf”g‘““ bergeraknya massa tanah dan batuan
pada bidang gelincir berbentuk rata
atau menggelombang landai.

~_ R b Longsoran rotasi
~<4 __~~ Massatanah Longsoran rotasi adalah bergeraknya
yang bergerak .
massa tanah dan batuan pada bidang
gelincir berbentuk cekung.

S
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Posisi Awal
Blok yang bergerak

Posisi awal

—

"3 Jatuhan batu

e Material Longsoran

Barasal dari lerang bagian
Atns, malanda alur dan
Meluas pada daerah landal
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Pergerakan blok

Pergerakan blok adalah perpindahan
batuan yang bergerak pada bidang
gelincir berbentuk rata. Longsoran ini
disebut juga longsoran translasi blok
batu.

Runtuhan batu

terjadi ketika sejumlah besar batuan
atau material lain bergerak ke bawah
dengan cara jatuh bebas. Umumnya
terjadi pada lereng yang terjal hingga
menggantung terutama di daerah pantai.
Batu-batu besar yang jatuh dapat
menyebabkan kerusakan yang parah.

Rayapan tanah

adalah jenis tanah longsor yang bergerak
lambat. Jenis tanahnya berupa butiran
kasar dan halus. Jenis longsor ini ham-
per tidak dapat dikenali. Setelah waktu
cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa
menyebabkan tiang-tiang telepon,
pohon, atau rumah miring ke bawah.

Aliran bahan rombakan

terjadi ketika massa tanah bergerak
didorong oleh air. Kecepatan aliran
tergantung kemiringan lereng, volume
dan tekanan air, dan jenis materialnya.
Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan
mampu mencapai ratusan meter. Di
beberapa tempat bisa sampai ribuan
meter seperti di DAS sekitar gunung api.
Aliran tanah dapat menelan korban
cukup banyak.



3 Penyebab terjadinya tanah longsor

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar
daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan
batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh
besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

a Hujan Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada
bulan November karena meningkatnya intensitas
curah hujan. Musim kering yang panjang akan
menyebabkan terjadinya penguapan air di
permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu
mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga
tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah
permukaan.

Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang
retak sehingga tanah dengan cepat mengembang
kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan
yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga
kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam
waktu singkat.

Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan
longsor, karena melalui tanah yang merekah air
akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar
lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila
ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor
dapat dicegah karena air akan diserap oleh
tumbuhan. Akar tumbuhan juga akan berfungsi
mengikat tanah

125



b Lereng terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar
gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk
karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan
angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan
longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal
dan bidang longsorannya mendatar.

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah
lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari
2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis
ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor
terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat
rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi
lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu
panas.

d Batuan yang kurang kuat
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Batuan endapan gunung api dan batuan sediment
berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir,
dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan
tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami
proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap
tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.



e Jenis tata lahan

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan
persawahan, perladangan, dan adanya genangan
air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan
akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah
dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh
dengan air sehingga mudah terjadi longsor.
Sedangkan untuk daerah perladangan
penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak
dapat menembus bidang longsoran yang daamm
dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama.

f Getaran

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh
gempabumi, ledakan, getaran mesin, dan
getaran lalulintas kendaraan. Akibat yang
ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai,
dan dinding rumah menjadi retak.

g Susut muka air danau atau bendungan

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau
maka gaya penahan lereng menjadi hilang,
dengan sudut kemiringan waduk 22° mudah
terjadi longsoran dan penurunan tanah yang
biasanya diikuti oleh retakan.
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h  Adanyabeban tambahan

i  Pengikisan/erosi
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bangunan pada lereng, dan kendaraan akan
memperbesar gaya pendorong terjadinya
longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada
daerah lembah. Akibatnya adalah sering
terjadinya penurunan tanah dan retakan yang
arahnya relatif lembah.

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai
relatif tebing. Selain itu akibat penggundulan
hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan
menjadi terjal.

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan
pemukiman umumnya dilakukan pemotongan
tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan
pada lembah tersebut belum terpadatkan
sempurna seperti tanah asli yang berada di
bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi
penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan
retakan tanah.



k Bekas longsoran lama

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan
setelah terjadi pengendapan material gunung api
pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau
sesudah terjadi patahan kulit bumi. Bekas
longsoran lama memilki ciri:

Adanya tebing terjal yang panjang
melengkung membentuk tapal kuda.
Umumnya dijumpai mata air, pepohonan
yang relatif tebal karena tanahnya gembur
dan subur.

Daerah badan longsor bagian atas
umumnya relatif landai.

Dijumpai longsoran kecil terutama pada
tebing lembah.

Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang
merupakan bekas longsoran kecil pada
longsoran lama.

Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya
dijumpai retakan dan longsoran kecil.
Longsoran lama ini cukup luas.

I  Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung)

Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri:

Bidang perlapisan batuan

Bidang kontak antara tanah penutup dengan
batuan dasar

Bidang kontak antara batuan yang retak-
retak dengan batuan yang kuat.

Bidang kontak antara batuan yang dapat
melewatkan air dengan batuan yang tidak
melewatkan air (kedap air).

Bidang kontak antara tanah yang lembek
dengan tanah yang padat.

Bidang-bidang tersebut merupakan bidang
lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang
luncuran tanah longsor.
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m Penggundulan hutan

| Tanahlongsor umumnya banyak terjadi di daerah
47 vang relatif gundul dimana pengikatan air tanah
2 M sangat kurang.

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk
pembuangan sampah dalam jumlah banyak
dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi
ditambah dengan guyuran hujan, seperti yang
terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Leuwigajah di Cimahi. Bencana ini menyebabkan
sekitar 120 orang lebih meninggal.

Buatlah terasering (sengkedan) pada lereng yang
terjal bila membangun permukiman




Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan
agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui
retakan.

Jangan melakukan penggalian dibawah lereng
terjal

Jangan menebang pohon di lereng

Jangan membangun rumah di bawah tebing.

Jangan mendirikan permukiman di tepi lereng
"+ vyang terjal
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Pembangunan rumah yang benar di lereng
bukit

Jangan mendirikan bangunan di bawah tebing
yang terjal

Pembangunan rumah yang salah di lereng
bukit.

Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak.

Jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang
rawan erosi.
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